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ABSTRAK

Tradisi fompangan di Sumenep selama ini dipahami sebagai
praktik gotong royong dan solidaritas sosial. Namun, dalam
perkembangan kontemporer, tradisi ini memunculkan ketegangan
antara norma keagamaan, praktik tradisi, dan realitas sosial.
Pengembalian sumbangan yang melebihi nominal awal
menimbulkan ambivalensi halal-haram yang tidak cukup
dijelaskan melalui fikih normatif. Di sisi lain, tompangan
beroperasi dalam struktur sosial yang memuat relasi kuasa, gengsi,
dan sanksi simbolik, sehingga partisipasi masyarakat didorong oleh
rasa malu, kewajiban menjaga martabat, dan tekanan kolektif.
Dalam konteks ini, fompangan mencerminkan bekerjanya doxa
yang mereproduksi kekuasaan simbolik secara halus. Berangkat
dari persoalan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan
pokok: (1) bagaimana ekonomi transaksional dan relasi kekuasaan
antaraktor dalam praktik tradisi fompangan di Sumenep Madura;
(2) mengapa praktik tradisi fompangan masih bertahan di Sumenep
Madura; dan (3) bagaimana perspektif tradisi diskursif syariah
dalam praktik transaksi fompangan di Sumenep Madura.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan antropologi hukum Islam untuk memahami tompangan
sebagai praktik sosial-keagamaan yang lahir dari inovasi
masyarakat dalam merespons norma agama dan beradaptasi
dengan budaya lokal Madura. Analisis penelitian memadukan teori
praktik sosial Pierre Bourdieu dan konsep tradisi diskursif Talal
Asad untuk mengkaji relasi kekuasaan, konstruksi makna syariah,
serta negosiasi antara norma fikih, otoritas keagamaan, dan
pengalaman sosial masyarakat. Data empiris diperoleh melalui
wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen
lapangan, sedangkan data normatif bersumber dari literatur fikih,
fatwa keagamaan, dan konsep hukum Islam yang relevan. Data
dianalisis secara tematik dan kontekstual.

Penelitian ini menemukan bahwa tompangan sebagai praktik
ekonomi transaksional berbasis resiprositas, bukan sekadar
pemberian  sukarela. = Pertama,  pencatatan, ekspektasi
pengembalian, dan pertambahan nilai mengubah bantuan menjadi
kewajiban sosial, sedangkan relasi kuasa antaraktor terbentuk
melalui distribusi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik
yang tidak setara. Kedua, kebertahanan tompangan ditopang oleh
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fungsi ekonomi resiprokal, internalisasi kehormatan, kepatuhan
sosial, sanksi simbolik, dan legitimasi keagamaan. Ketiga, dalam
perspektif tradisi diskursif syariah, konstruksi akad tompangan
bergantung pada niat pemberian, pencatatan, ekspektasi
pengembalian, tambahan nominal, dan tekanan sosial. Tompangan
dapat berbentuk hibah atau sadaqah, mendekati gardh ketika
pengembalian diwajibkan, dan berpotensi menjadi gardh fasid
apabila tambahan mengikat serta menimbulkan mafsadah.
Kontribusi teoretis menunjukkan bahwa kebertahanan ekonomi
komunitas ditopang oleh resiprositas material, kepatuhan simbolik,
dan legitimasi diskursif. Kontribusi konseptualnya berupa model
living Islamic law melalui pelembagaan resiprositas, kuasa
simbolik, dan negosiasi diskursif antara teks, otoritas keagamaan,
adat, dan masyarakat, yang membentuk daya ikat hukum secara
kontekstual, produktif, korektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Transaksional; Tradisi Tompangan; Relasi
Kekuasaan; Tradisi Diskursif Syariah.
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ABSTRACT

The tradition of Tompangan in Sumenep has long been
understood as a practice of cooperation and social solidarity.
However, in contemporary developments, this tradition has given
rise to tensions between religious norms, traditional practices, and
social realities. The return of donations exceeding the initial
nominal value creates a halal-haram ambivalence that is not
adequately explained through normative figh. On the other hand,
Tompangan operates within a social structure that contains
relations of power, prestige, and symbolic sanctions, so that
community participation is driven by shame, the obligation to
maintain dignity, and collective pressure. In this context,
Tompangan reflects doxa that reproduces symbolic power.
Departing from these issues, this study answers three main
questions: (1) how do transactional economy and power relations
operate between actors in the practice of the Tompangan tradition
in Sumenep, Madura? (2) Why does the practice of the Tompangan
tradition persist in Sumenep, Madura?, and (3) What is the
perspective of the discursive tradition of sharia in the practice of
Tompangan transactions in Sumenep, Madura?

This research is a qualitative study using an Islamic legal
anthropology approach to understand 7ompangan as a socio-
religious practice born from community innovation in responding
to religious norms and adapting to local Madurese culture. The
research analysis combines Pierre Bourdieu's theory of social
practice and Talal Asad's concept of discursive tradition to examine
power relations, sharia meaning, and negotiations between figh
norms, religious authority, and community social experiences.
Empirical data were obtained through in-depth interviews,
participant observation, and field document studies, while
normative data were sourced from figh literature, religious fatwas,
and relevant Islamic legal concepts. Data were analyzed
thematically and contextually.

This study finds that Tompangan is a transactional
economic practice based on reciprocity, not merely a voluntary gift.
First, recording, the expectation of return, and value addition
transform aid into a social obligation, while power relations among
actors are shaped by the unequal distribution of economic, social,
cultural, and symbolic capital. Second, the persistence of
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Tompangan is supported by reciprocity, internalized honor, social
obedience, symbolic sanctions, and religious legitimacy. Third,
from the perspective of the discursive tradition of sharia, the
construction of the Tompangan contract depends on intention,
recording, expectation of return, nominal addition, and social
pressure. Tompangan can take the form of a grant or sadaqah,
approach gardh when repayment is obligatory, and become gardh
fasid when the addition is binding and gives rise to mafsadah. The
theoretical contribution shows that community economic
sustainability is supported by material reciprocity, symbolic
obedience, and discursive legitimacy. This conceptual contribution
offers a model of living Islamic law through the institutionalization
of reciprocity, symbolic power, and discursive negotiations
between texts, religious authorities, customs, and society, which
form the binding power of law in a contextual, productive,
corrective, and sustainable manner.

Keywords: Transactional Economy; Tompangan Tradition; Power
Relations; Sharia Discursive Tradition.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama
antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan tunggal

Huruf | Nama | Huruf Latin Nama
Arab
\ alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan

< ba’ b be

o ta’ t te

< sa’ $ es (es titik di atas)
z jim ] je

z ha’ h ha (titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha

2 dal d de

3 zal z ze (titik di atas)
B ra’ r er

J zay z zet

o sin S es

ok sy sy es dan ye
ua sad $ es (titik di bawah)
u= dad d de (titik di bawah)
L ta’ t te (titik di bawah)
L za’ z zet (titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ koma terbalik di atas
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¢ | ghayn g ge
- fa’ f ef
3 qaf q qi
< kaf k ka
J lam 1 ‘el
a mim m ‘em
8 nun n ‘en
9 waw W w
3 ha’ h ha
s hamzah =V apostrof
¢ ya’ y ye

2. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

FOS ditulis Muta’addidah
XS ditulis ‘iddah

B. Ta Marbiitah
1. Bila dimatikan ditulis £
Al ditulis hikmah

P

Lr ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat,
salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz
aslinya)
2. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan 4.
RS ditulis | karamah al-awliya’ |

3. Bila ta marbitah hidup atau dengan harakat, fathah atau
kasrah atau dammah ditulis dengan t.
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IS ESTH ditulis | zakat al-fitr
C. Vokal
1. Vokal Pendek
— Fathah ditulis a
— Kasrah ditulis 1
- Dammah ditulis u
2. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a [garis di
EEEES ditulis atas]
jahiliyyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
S ditulis tansa
3. Kasrah + ya’mati ditulis 1
ditulis kartm
4, Dammah + wawu ditulis a
mati ) ditulis furtd
(2508
3. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
R ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
J3 ditulis qaul

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan Apostrof
P ditulis a’antum
el ditulis u’iddat
A& Gl ditulis la’in syakartum

D. Kata Sandang A/if + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
B ditulis
Ol ditulis

al-Qur’an
al-Qiyas

XX



2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan
huruf / (el)-nya.

sl ditulis as-Sama’

el ditulis asy-Syams

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut
bunyi atau pengucapannya.

Sl s 53 ditulis zawl al-furiid

AL Jal ditulis ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR
o) A B ot

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji syukur
ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam yang dengan rahmat dan
taufik-Nya telah mengiringi setiap langkah perjalanan intelektual
ini hingga disertasi yang berjudul “Ekonomi Transaksional, Relasi
Kekuasaan Antaraktor dan Tradisi Diskursif Syariah dalam
Pelaksanaan Tradisi Tompangan Masyarakat Sumenep Madura”
dapat diselesaikan. Segala limpahan rahmat dan salam semoga
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sosok agung
yang telah mengajarkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan
cinta ilmu pengetahuan kepada umatnya.

Disertasi ini disusun sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah
penulis dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada Program Studi Islam, Program Pascasarjana UIN
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Pengertian dalam Konteks Disertasi

Akad
Arena

Atatolong

Bilin

Bahtsul Masail

Buwuh

Calon

Capital

Ikatan atau kesepakatan hukum dalam
transaksi.

Ruang sosial tempat aktor berinteraksi,
berkompetisi, dan memperebutkan pengaruh.
Istilah Madura yang berarti saling menolong
atau membantu sesama terutama pada
masyarakat yang membutuhkan bantuan.
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modal.
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Discursive
tradition
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Tradisi diskursif. Konsep Talal Asad yang

: melihat tradisi sebagai proses penafsiran,
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Medan atau arena sosial dalam teori
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otoritas, dan praktik sosial.
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Modal simbolik
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Moral economy
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Rasa malu.

Salah pengenalan terhadap bentuk dominasi.
Dalam teori Bourdieu, dominasi sering
diterima sebagai kewajaran.

Pengetahuan, nilai, adat, atau kemampuan
simbolik yang dimiliki aktor.

Sumber daya material seperti uang, barang,
atau kemampuan membiayai hajatan.
Pengakuan, kehormatan, nama baik, dan
prestise sosial.

Jaringan hubungan, kepercayaan, dan
kedekatan sosial.

Ekonomi moral, yaitu praktik ekonomi yang
tidak hanya dihitung berdasarkan untung-
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solidaritas, kehormatan, dan kewajiban
sosial.

Tolong-menolong atau bantuan sosial.
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Netep
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Nomos
Nyémpen
Profit oriented
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Reciprocity
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Niat. y
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Akad pinjaman atau utang-piutang.
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Ta‘awun
Tabarru®

Taken for
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Tengka
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(U’:,f‘ )

Wadi‘ah
Wadi‘ah
amanah

Wadi‘ah
dhamanah

Pemberian yang diniatkan sebagai amal atau

ibadah sosial.

Pihak yang memiliki hajat atau tuan rumah

penyelenggara acara.

Keadaan sosial yang dipertahankan

sebagaimana adanya.

Modal simbolik berupa kehormatan, prestise,

nama baik, dan pengakuan sosial.

Kuasa simbolik, yaitu kemampuan aktor

untuk memengaruhi makna, penilaian, atau
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Pemberian sukarela tanpa mengharapkan
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dipertanyakan.

Nilai sosial Madura yang berkaitan dengan
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Tradisi masyarakat Madura berupa

pemberian sumbangan kepada kerabat atau

tetangga yang mengadakan hajatan, terutama

pernikahan. Dalam perkembangannya,

tompangan tidak hanya bermakna

- solidaritas, tetapi juga mencakup pencatatan,

| kewajiban pengembalian, relasi kuasa, dan
diskursus hukum Islam.

| Kebiasaan atau adat yang dikenal dan
dipraktikkan masyarakat.
Akad titipan.
Titipan yang dijaga oleh penerima tanpa
tanggung jawab mengganti, kecuali karena
kelalaian.
Titipan yang disertai tanggung jawab
penggantian.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik ekonomi transaksional berbasis pemberian
sumbangan dalam pernikahan merupakan fenomena sosial yang
ditemukan dalam berbagai masyarakat. Dalam konteks global,
praktik tersebut tampak dalam gift-giving pada tradisi pernikahan
masyarakat Garhwal Himalayas di India dan hongbao atau red
packets dalam masyarakat Tionghoa.! Dalam konteks Indonesia,
praktik serupa ditemukan dalam tradisi sumbangsih masyarakat
Muslim Musirawas, hadiah pernikahan berbalut utang pada
masyarakat Kerinci,” serta berbagai tradisi di Jawa seperti buwuh
atau buwuhan, nyumbang, gantangan, gintingan, telitian, talitihan,
dan mbecek.’ Berbagai praktik tersebut semula berfungsi sebagai
gotong royong dan solidaritas sosial, tetapi kemudian dapat
berubah menjadi relasi timbal balik yang dicatat, diperhitungkan,
dan diposisikan untuk dikembalikan. Dalam relasi ini, ekonomi

! Karin Polit, “Gifts of Love and Friendship: On Changing Marriage
Traditions, the Meaning of Gifts, and the Value of Women in the Garhwal
Himalayas,” International Journal of Hindu Studies 22, no. 2 (2018): 285-307,
https://doi.org/10.1007/s11407-018-9234-4. Marek Hudik and Eddy S. Fang,
“Money or In-Kind Gift? Evidence from Red Packets in China,” Journal of
Institutional Economics 16, no. 5 (2020): 731-46,
https://doi.org/10.1017/S1744137419000717.

? Nurmala Nurmala et al., “The Customary Phenomenon of Sumbangsih
in Musirawas Urban Muslims Based on Islamic Law,” Akademika : Jurnal
Pemikiran Islam 28, no. 1 (2023): 15,
https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6715.

3 Abdul Manan et al., “Mental Accounting: The Meaning of ‘Buwuhan’
in Javanese Wedding Tradition: An Ethnographic Study,” JRAK 17, no. 2 (2025):
210-25, https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22923. Ahmad Muslich, “Mbecek
Culture in Religious and Social Perspectives in Ponorogo Regency, East Java,”
Al-Hayat:  Journal of Islamic Education 4, mno. 1 (2020): 116,
https://doi.org/10.35723/ajie.v4i1.116. Racha Julian Chairurrizal, “Resiprositas
Tradisi Nyumbang Dalam Hajat Pernikahan Masyarakat Kalurahan Giripurwo,
Purwosari, Gunungkidul” (Universitas Gadjah Mada, 2025), xii. Hokky Situngkir
and Yanu Endar Prasetyo, “On Social and Economic Spheres: An Observation of
the ‘gantangan’ Indonesian Tradition,” version 1, preprint, arXiv, 2015,
https://doi.org/10.48550/ARXIV.1508.05352. Kurniawan Saefullah, “Gintingan:
An Indigenous Socio-Cultural Institution in Subang, West Java,” in Integrated
Community-Managed Development, ed. L. Jan Slikkerveer et al., Cooperative
Management (Springer International Publishing, 2019),
https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_15.
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transaksional membentuk relasi kekuasaan antaraktor karena nilai
pemberian, kewajiban membalas, dan beban sosial ditentukan oleh
status, kepentingan, serta kuasa simbolik para pihak.

Dari pola tersebut, terlihat bahwa praktik ekonomi
transaksional tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Praktik
pertukaran selalu memperoleh makna melalui relasi sosial, konteks
budaya, kepentingan, serta perebutan posisi antaraktor yang terlibat
di dalamnya.* Ekonomi transaksional dalam konteks ini tidak
hanya menunjuk pada aktivitas tukar-menukar barang atau jasa,
tetapi juga pada proses ketika hubungan sosial berubah menjadi
relasi yang diperhitungkan, dicatat, diposisikan untuk
dikembalikan, dan dilembagakan melalui mekanisme tertentu.’
Dalam masyarakat Muslim, praktik semacam ini sering
berkelindan dengan nilai-nilai agama seperti sadagah, hibah,
hadiah yang dikemas dengan nilai-nilai ta‘@wun.® Nilai-nilai
tersebut dapat memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga dapat
menimbulkan persoalan ketika masuk ke dalam mekanisme sosial
yang bersifat mengikat,’ yaitu ketika pemberian dicatat, diingat,
dan disertai ekspektasi pengembalian, batas antara pemberian yang
bernilai ibadah dan relasi ekonomi transaksional yang membebani
menjadi tidak selalu jelas.?

Dalam konteks Madura, pertautan antara ekonomi
transaksional, relasi antaraktor, dan nilai keagamaan tampak dalam
konstruksi sosial-keagamaan masyarakatnya. Nilai-nilai agama
memiliki kedudukan sentral karena tidak hanya berfungsi sebagai
landasan normatif,’ tetapi juga menjadi kekuatan pengatur dalam

* Viviana A. Zelizer, Economic Lives: How Culture Shapes the Economy
(Princeton University Press, 2010), 1-20.

5 Ibid., 1-20.

6 Talal Asad, “The Idea of an Anthropology of Islam,” in The Social
Philosophy of Ernest Gellner, ed. John A. Hall and lan Jarvie (Center for
Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1986), 14-17.

7 Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, “Al-Mashlahah
and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context,” Samarah: Jurnal
Hukum  Keluarga Dan Hukum Islam 8, mno. 3 (2024): 1818,
https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918.

8 John G. Richardson, Handbook of Theory and Research for the
Sociology of Education (Greenwood Press, 1986), 241-258.

? Néandor Birher, “The Return of the Soul—The Role of Religion in
Regulating  Social Life,” Religions 16, mno. 2 (2025): 252,
https://doi.org/10.3390/rel16020252.



kehidupan sosial,'” budaya, ekonomi, dan politik.!" Salah satu
manifestasi nilai agama dalam kehidupan sosial masyarakat
Madura adalah praktik fompangan, yakni tradisi memberikan
sumbangan materi kepada kerabat atau tetangga yang mengadakan
hajatan, terutama pernikahan.'? Praktik ini pada awalnya dilandasi
oleh semangat téngka," yaitu nilai kepantasan sosial dan tolong-
menolong yang dipandang penting dalam kehidupan komunitas
Madura."* Namun, lebih dari sekadar ekspresi solidaritas,
tompangan telah berkembang menjadi struktur sosial yang mapan
karena di dalamnya terdapat pemberian, pencatatan, ekspektasi
pengembalian, relasi kuasa, serta pertukaran simbolik antaraktor.'
Oleh karena itu, fompangan penting diteliti sebagai praktik
ekonomi  transaksional berbasis  sosial-keagamaan  yang
mempertemukan nilai solidaritas, kepentingan ekonomi, relasi
kekuasaan antaraktor, dan konstruksi hukum Islam dalam
masyarakat Madura.

10 Azyumardi Azra et al., Varieties of Religious Authority: Changes and
Challenges in 20th Century Indonesian Islam (Singapore: Institute of Southeast
Asian Studies, 2010), 54-72.

"' Twin Hosea W. Kristyanto et al., “The Role of Religions on Politics,
Economics, and Social Class in the Society: A Phenomenological Study:,” paper
presented at 2nd International Conference on Social Science, Humanity and
Public Health (ICOSHIP 2021), 2022,
https://doi.org/10.2991/assehr.k.220207.003.

12 Sebagaimana definisi fompangan dalam Kamus Bahasa Madura
yang berarti "berbagi" atau "memberi". Kata tompangan berawal dari kata
Tompang yang berarti tumpang tindih atau saling menumpang. Tompangan
merupakan tradisi saling membantu antaranggota masyarakat Madura. Asis
Safioedin, Kamus Bahasa Madura-Indonesia (Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 237.

'3 Ach Nurholis Majid et al., “Socio-Religious Education of the Téngka
Tradition in the Madura Community,” Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial
Keagamaan 16, no. 1 (2022): 25-42, https://doi.org/10.18326/infs13.v16i1.25-
42.

4 Nur Wahyu Rochmadi, “Virtues of the Madura Society:,” paper
presented at 1st International Conference on Character Education (ICCE 2020),
Proceedings of the 1st International Conference on Character Education (ICCE
2020), 2021, https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.025.

!5 Yuliatin Yuliatin et al., “Reciprocity and Debt in Marriage Traditions
in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective of Magqasid
al-Shari‘ah,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 10, no. 1 (2025): 154-71,
https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127.
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Dalam praktiknya, tompangan berlangsung melalui
pemberian  sumbangan materi kepada keluarga yang
menyelenggarakan hajatan, terutama pernikahan.' Sumbangan
tersebut umumnya diberikan pada hari pelaksanaan hajatan dalam
bentuk uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop, barang, atau
bentuk lain yang dapat dikonversi ke dalam nilai tertentu.!” Namun,
pemberian tersebut tidak berhenti sebagai bantuan sosial yang
bersifat spontan, sebab setelah diserahkan, nama pemberi dan
jumlah pemberian dicatat secara khusus. Pencatatan ini
menunjukkan bahwa tompangan tidak hanya dipahami sebagai
ekspresi solidaritas, tetapi juga sebagai bukti sosial yang menandai
adanya pemberian, ingatan kolektif, dan harapan pengembalian
pada masa berikutnya.

Pencatatan  dalam  praktik = sumbangan  pernikahan
menunjukkan  bahwa  tradisi  fompangan  tidak  hanya
merepresentasikan solidaritas sosial, tetapi juga mengandung
implikasi hukum dalam relasi antaranggota komunitas. Bukti
tertulis berupa kuitansi memperlihatkan bahwa pemberian dalam
praktik fompangan tidak semata-mata dipahami sebagai
sumbangan sukarela, tetapi juga dikonstruksi secara sosial sebagai
kewajiban pengembalian.'® Kewajiban tersebut bahkan dapat
melampaui penerima awal, sebab dalam praktik tertentu
tanggungan fompangan dapat beralih kepada ahli waris atau
anggota keluarga yang masih hidup.'” Dengan demikian,

'6 Susi Susanti et al., “From Social Solidarity to Transactional Relations:
The Transformation of the Ompangan Tradition in Marriage Celebrations Among
the Madurese Muslim Community in Kubu Raya,” Indonesian Journal of Sharia
and Socio-Legal Studies 1, no. 1 (2025): 1-24,
https://doi.org/10.24260/ijssls.1.1.23.

17 Julian Givi and Gopal Das, “To Earmark or Not to Earmark When Gift-
giving: Gift-givers’ and Gift-recipients’ Diverging Preferences for Earmarked
Cash Gifts,” Psychology & Marketing 39, no. 2 (2022): 420-28,
https://doi.org/10.1002/mar.21605. Pauline Greenhill and Leah Allen, “The Most
Ambiguous Gift: Cash and the Presentation Wedding Tradition in Manitoba,”
Parallax 16, no. 1 (2010): 7-18, https://doi.org/10.1080/13534640903478692.

'8 Anni Annisa et al., “Tompangan Persatuan Tradition in the Walimah
Event of the Madurese Community in Sumenep Regency (Overview of Islamic
Law),” ICONIS: International Conference on Islamic Studies 6 (January 2023):
253-64, https://doi.org/10.19105/iconis.v6i.603.

' Yuliatin et al., “Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi:
An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective of Maqasid al-
Shart‘ah.”



tompangan dalam konteks tertentu bergerak dari praktik bantuan
sosial menuju tanggungan sosial yang menyerupai relasi utang-
piutang, yang pelunasannya dipahami sebagai bentuk
penghormatan terhadap nilai adat, kehormatan keluarga, dan norma
sosial yang berlaku.

Sebagai sebuah arena sosial, fompangan memperlihatkan
adanya dinamika relasional antara pemberi dan penerima
sumbangan. Relasi yang terjadi tidak berlangsung satu arah, tetapi
melibatkan harapan timbal balik dalam bentuk utang sosial yang
diwariskan dan direproduksi dari generasi ke generasi.? Partisipasi
dalam sumbangan pada pesta pernikahan tidak selalu lahir dari
kerelaan individual yang bebas dari tekanan sosial. Dalam
praktiknya, individu yang tidak berpartisipasi berpotensi
mengalami pengucilan sosial atau dicap sebagai pelit (cerre’),
sehingga partisipasi dalam tompangan tidak hanya digerakkan oleh
solidaritas, tetapi juga oleh mekanisme tekanan sosial berupa
sanksi simbolik yang bekerja melalui rasa malu, kewajiban moral,
dan tuntutan menjaga hubungan antarkomunitas.’! Dalam suatu
kasus, masyarakat tetap menjalankan praktik rtompangan meskipun
merasakan beban ekonomi atau psikologis karena takut terhadap
sanksi sosial dan hilangnya pengakuan komunitas.?” Fenomena ini
mengindikasikan adanya bentuk kekerasan simbolik (symbolic
violence), yaitu dominasi sosial yang tidak tampak sebagai
paksaan, tetapi diterima sebagai kewajaran dalam kehidupan
sehari-hari.

Selain sebagai arena tekanan sosial, tompangan juga dapat
dipahami sebagai habitus kolektif, yaitu pola tindakan, persepsi,
dan kewajiban sosial yang terus dipraktikkan, diwariskan, dan
diterima sebagai kewajaran dalam masyarakat. Ketika pemberi
tompangan di kemudian hari menyelenggarakan hajatan, muncul
ekspektasi sosial bahwa pemberi tersebut akan memperoleh

22 Nurmala Nurmala et al., “The Customary Phenomenon of Sumbangsih
in Musirawas Urban Muslims Based on Islamic Law,” Akademika : Jurnal
Pemikiran Islam 28, no. 1 (2023): 15,
https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6715.

21 Ari Prasetiyo, “The Phenomenon of Gotong Royong in Java
Community: A Case Study Nyumbang,” Indonesian Journal of Multidisciplinary
Science 1, n0. 7 (2022): 792-801, https://doi.org/10.55324/ijjoms.v1i7.145.

22 Bapak Irwan, “Praktik Tradisi Tompangan Di Talango Sumenep,”
November 13, 2022.



balasan atau pengembalian atas sumbangan yang pernah diberikan
sebelumnya.?® Pola ini memperlihatkan bahwa tompangan tidak
hanya bekerja sebagai praktik pemberian, tetapi juga sebagai
mekanisme reproduksi kewajiban sosial yang terus berlangsung
dalam hubungan antarkeluarga dan antargenerasi.”*

Dalam praktik pengembalian tersebut, tidak jarang ditemukan
nominal pengembalian yang lebih besar daripada jumlah
pemberian awal, terutama ketika pengembalian disesuaikan dengan
nilai sosial, nilai ekonomi, atau ekspektasi balasan yang
berkembang dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa tompangan tidak sekadar bernilai simbolik, tetapi juga
berfungsi sebagai arena perebutan dan konversi modal sosial,
simbolik, dan ekonomi.”> Dengan demikian, tompangan bukan
hanya tradisi kultural, tetapi juga ruang sosial tempat para aktor
mempertahankan martabat, menjaga status sosial, dan terlibat
dalam sirkulasi kapital melalui mekanisme pemberian, pencatatan,
pengembalian, dan ekspektasi balasan.

Dari segi akad, karakter transaksional dalam praktik
tompangan tampak melalui pencatatan nominal, penggunaan
kuitansi, dan ekspektasi pengembalian. Unsur-unsur tersebut
menunjukkan bahwa tompangan tidak semata-mata dapat dipahami
sebagai hibah atau sadaqah, tetapi dalam konteks tertentu juga
dapat mendekati relasi gardh atau utang-piutang secara sosial.’®
Ketika pengembalian dilakukan secara berlebih atau disesuaikan
dengan nilai ekonomi saat pengembalian, muncul persoalan fikih,
terutama terkait potensi riba.”” Namun demikian, masyarakat tetap
memaknai tompangan sebagai bentuk ibadah sosial dan sarana
mempererat silaturahmi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

2 Wardana Said et al., “Marriage Traditions and Family Resilience in
Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education,” Samarah:
Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 8, no. 3 (2024): 1372,
https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23227.

24 Rully Khairul Anwar et al., “Harmony in Diversity: Social Capital and
Social Cohesion in the Gintingan Tradition of the Subang Community,” Jurnal
Antropologi:  Isu-Isu  Sosial Budaya 25, mno. 2 (2023): 244-51,
https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n2.p244-251.2023.

25 Susanti et al., “From Social Solidarity to Transactional Relations...

26 Anwar et al., “Harmony in Diversity.”

27 LBM PCNU Sumenep, NU Sumenep Menjawab 100 Masalah Hasil
Keputusan Bahtsul Masail PCNU Masa Khidmat 2009-2025, 1st ed., vol. 1, ed.
Ilham Al-Farisi (Muara Progresif, 2025), 434-39.



ambiguitas antara nilai sosial-religius dan praktik ekonomi yang
bersifat transaksional.?®

Di satu sisi, beberapa literatur memberikan pandangan positif
terhadap eksistensi fompangan. Tompangan dipandang memiliki
makna solidaritas sosial yang mendalam karena bekerja melalui
sistem tolong-menolong, mempererat relasi antaranggota
masyarakat,”’ serta mempertahankan nilai téngka sebagai refleksi
nilai Islam tentang kepedulian sosial.*® Namun, di sisi lain, kritik
juga muncul karena fompangan dinilai dapat merusak tatanan
ekonomi keluarga, mewariskan tanggungan antargenerasi, dan
membentuk beban sosial yang mengakar.’' Kritik yang lebih tajam
disampaikan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep yang menilai
tompangan dalam bentuk tertentu sebagai gqardh fasid dan
menyebutnya sebagai praktik “halal tapi diharamkan”, yakni
praktik yang pada asalnya berlandaskan nilai tolong-menolong,
tetapi dapat berubah menjadi problematis secara hukum apabila
dalam pelaksanaannya terdapat kewajiban pengembalian dengan
nominal yang berbeda atau bertambah (ziyadah). Tambahan
tersebut berpotensi dihukumi riba karena melampaui nilai awal
pemberian dan dapat menimbulkan beban pengembalian yang tidak
proporsional. Dalam konteks tertentu, beban ini melahirkan
mafsadah, seperti konflik keluarga, perceraian, atau ketegangan
sosial akibat tanggungan yang terus diwariskan. **

28 Nourma Ulva Kumala Devi et al., “Social Practices of The Warok In
Bhuwuhan Tradition in Taropan Community,” Wacana, Jurnal Sosial Dan
Humaniora 20, no. 01 (2017): 48-55,
https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.020.01.6.

2 Susanti et al., “From Social Solidarity to Transactional Relations,”
2025.

3% Majid et al., “Socio-Religious Education of the Téngka Tradition in the
Madura Community.”

3! Halimatur Rizqiyah et al., “The Phenomenon of Bubu Tradition in the
Cycle of Time: Portrait of Reciprocity in Rural Madura,” Masyarakat,
Kebudayaan Dan Politik 34, no. 4 (2021): 481,
https://doi.org/10.20473/mkp.V34142021.481-490.

32 Seperti pada tanggal 6 November 2023, PCNU Sumenep membuat
undangan dengan tema bahtsul masail "Sumbangan Walimah, Tren Bisnis
yang Laris Manis" yang kemudian pada tanggal 12 November 2023
diputuskan oleh Ketua PCNU Sumenep, Madura, dalam LBM (Lembaga
Bahtsul Masail). LBM PCNU Sumenep, NU Sumenep Menjawab 100 Masalah
Hasil Keputusan Bahtsul Masail PCNU Masa Khidmat 2009-2025, 1:434-39.



Meskipun sejumlah kajian telah membahas tompangan dari
sisi solidaritas sosial, resiprositas, adat, maupun status akad dalam
hukum Islam, kajian-kajian tersebut belum secara memadai
menjelaskan bagaimana ekonomi transaksional, relasi kekuasaan
antaraktor, dan tradisi diskursif syariah bekerja secara bersamaan
dalam praktik tompangan. Padahal, kompleksitas tompangan tidak
hanya terletak pada persoalan apakah akad yang digunakan tetapi
juga pada bagaimana aktor-aktor sosial memproduksi makna,
mempertahankan  posisi, menegosiasikan kewajiban, dan
membentuk legitimasi keagamaan dalam praktik sosial sehari-hari.
Oleh karena itu, kompleksitas tersebut tampak jelas dalam praktik
tompangan di Sumenep, sebab wilayah ini masth mempertahankan
tradisi tompangan secara intensif dengan karakteristik yang khas,
baik dari segi pola pencatatan, mekanisme pengembalian, maupun
keterlibatan aktor-aktor sosial seperti keluarga penyelenggara
hajatan, penyumbang, kiai, perangkat desa, dan kelompok
masyarakat. Di dalamnya terdapat ketegangan antara nilai sosial,
norma adat, kepentingan ekonomi, dan penilaian keagamaan.
Selain itu, keberadaan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU
Sumenep yang secara eksplisit memberikan penilaian kritis
terhadap praktik tompangan menunjukkan bahwa Sumenep bukan
hanya menjadi ruang pelestarian tradisi, tetapi juga ruang
perdebatan hukum dan negosiasi makna keagamaan.

Dengan demikian, pemilthan Sumenep sebagai lokasi
penelitian didasarkan pada kompleksitas praktik tompangan yang
masih hidup, diperdebatkan, dinegosiasikan, dan direproduksi
dalam konteks sosial-keagamaan lokal. Kompleksitas tersebut
menuntut kerangka analisis yang mampu membaca tompangan
melalui tiga dimensi utama, yaitu ekonomi transaksional, relasi
kekuasaan antaraktor, dan tradisi diskursif syariah. Pertama,
tompangan perlu dipahami sebagai praktik ekonomi transaksional
karena melibatkan mekanisme pemberian, pencatatan, ekspektasi
pengembalian, dan potensi pertambahan nilai. Kedua, tompangan
perlu dibaca sebagai arena relasi kekuasaan antaraktor karena di
dalamnya bekerja distribusi dan pemanfaatan modal ekonomi,
sosial, budaya, dan simbolik. Ketiga, fompangan juga perlu
dianalisis sebagai praktik sosial-keagamaan yang maknanya terus
diproduksi dan dinegosiasikan melalui hubungan antara teks,
otoritas keagamaan, adat lokal, dan praktik sosial. Oleh karena itu,
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penelitian ini menggunakan teori praktik Pierre Bourdieu untuk
menganalisis relasi kekuasaan antaraktor, serta konsep tradisi
diskursif Talal Asad untuk memahami bagaimana hukum Islam
diproduksi, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam konteks budaya
lokal. Melalui kerangka tersebut, tompangan dapat dipahami
sebagai ruang dialektika antara ekonomi transaksional, relasi
kekuasaan, dan praktik hukum Islam dalam masyarakat Madura
kontemporer.
Gambar 1.1 Peta Masalah Tradisi Tompangan dalam
Kerangka Ekonomi Transaksional, Relasi Kekuasaan, dan
Tradisi Diskursif Syariah

Model Analitis Tradisi Tompangan

Ekonomi Transaksional » Relasi Kekuasaan Antaraktor  Tradisi
Diskursif Svariah
Pemberian Pencatatan Ekspektasi Ambiguitas
Uang/baran [~ |  kuitansi Pengembalia Akad

Tompangan sebagai Praktik sosial-keagamaan masyarakat Sumenep,
Madura

¥ + v
Ekonomi Relasi Kekuasaan Tradisi Diskursif
Transaksional Antaraktor Syariah
pemberian * pencatatan status < kepentingan teks « adat
ekspektasi kuasa simbolik otoritas keagamaan
pengembalian sanksi sosial praktik sosial

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tompangan tidak
hanya bergerak sebagai praktik pemberian sosial, tetapi
berkembang menjadi praktik ekonomi transaksional yang
melibatkan pencatatan, ekspektasi pengembalian, relasi kekuasaan
antaraktor, serta perdebatan hukum Islam dalam ruang sosial-
keagamaan masyarakat Madura.

Rumusan Masalah

Berdasarkan kompleksitas tersebut, pertanyaan besar yang
hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana tradisi
tompangan direproduksi sebagai praktik ekonomi transaksional
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melalui relasi kekuasaan antaraktor dan sekaligus memperoleh
legitimasi keagamaan dalam tradisi diskursif syariah masyarakat
Sumenep, Madura?
Pertanyaan besar tersebut kemudian dirinci ke dalam tiga

rumusan penelitian berikut:

a. Bagaimana Ekonomi Transaksional dan relasi kekuasaan
antaraktor dalam praktik tradisi Tompangan di Sumenep Madura?

b. Mengapa praktik tradisi Tompangan masih bertahan di
Sumenep Madura?

c. Bagaimana perspektif tradisi diskursif Syariah dalam
praktik transaksi Tompangan di Sumenep Madura?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis bentuk ekonomi transaksional dan struktur
relasi kekuasaan antaraktor dalam praktik tradisi tompangan di
Sumenep, Madura, termasuk mekanisme pemberian, pencatatan,
ekspektasi pengembalian, potensi pertambahan nilai, serta
distribusi modal sosial, simbolik, budaya, dan ekonomi yang
membentuk hierarki serta dominasi dalam praktik tersebut.

b. Menjelaskan faktor-faktor sosial, kultural, dan simbolik yang
menopang  keberlanjutan  tradisi  fompangan,  dengan
menempatkannya sebagai habitus kolektif yang adaptif terhadap
perubahan ekonomi dan sosial masyarakat Madura.

c. Merumuskan konstruksi praktik transaksi tompangan dalam
perspektif tradisi diskursif syariah dengan menelaah bagaimana
hukum Islam diproduksi, dinegosiasikan, dan dijalankan melalui
relasi sosial, otoritas keagamaan, adat lokal, serta praktik ekonomi
masyarakat Sumenep.

2. Kegunaan penelitian
a. Secara teoretis

Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  terhadap
pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam
membaca praktik ekonomi lokal sebagai praktik sosial-keagamaan
yang hidup dalam masyarakat. Secara khusus, penelitian ini
memperkaya kajian /iving Islamic law dengan mengintegrasikan
teori praktik Pierre Bourdieu dan konsep tradisi diskursif Talal
Asad untuk memahami bagaimana ekonomi transaksional, relasi
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kekuasaan antaraktor, dan produksi makna hukum Islam bekerja
secara bersamaan dalam tradisi tompangan.
b. Secara praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kritis kepada
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah
mengenai kompleksitas tradisi fompangan. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa di balik praktik tolong-menolong terdapat
mekanisme pencatatan, ekspektasi pengembalian, relasi antaraktor,
serta konstruksi akad yang perlu dipahami secara hati-hati agar
tradisi tompangan tetap menjaga nilai solidaritas tanpa
menimbulkan beban sosial, ekonomi, dan keagamaan bagi
masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi
peneliti selanjutnya dalam mengkaji tradisi fompangan dari aspek
akad syariah, ekonomi transaksional, kapital sosial, serta relasi
kekuasaan antaraktor.

Kajian Pustaka

Dalam upaya menelusuri kebaruan penelitian ini, penulis
menempatkan kajian pustaka sebagai ruang untuk memetakan
posisi penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan tema
ekonomi transaksional, relasi kekuasaan antaraktor, dan tradisi
diskursif syariah dalam praktik tompangan masyarakat Sumenep,
Madura. Kajian pustaka ini tidak hanya diarahkan untuk
menunjukkan adanya penelitian sebelumnya, tetapi juga untuk
membaca kekuatan, keterbatasan, dan celah akademik yang belum
dijelaskan secara memadai oleh studi-studi terdahulu. Oleh karena
itu, kajian pustaka ini disusun ke dalam tiga klaster utama, yaitu:
pertama, kajian ekonomi transaksional dalam praktik pemberian
sumbangan pernikahan; kedua, kajian relasi kekuasaan antaraktor
dalam ftradisi pernikahan; dan ketiga, kajian tradisi diskursif
syariah serta konstruksi akad dalam praktik sosial-keagamaan.

Klaster pertama adalah kajian ekonomi transaksional dalam
praktik pemberian sumbangan pernikahan. Klaster ini mencakup
studi-studi yang membahas praktik pemberian, pertukaran hadiah,
resiprositas, pencatatan, ekspektasi pengembalian, dan perubahan
pemberian sosial menjadi relasi yang bersifat transaksional. Kajian
Karin Polit tentang gift-giving dalam tradisi pernikahan masyarakat
Garhwal Himalayas menunjukkan bahwa pemberian dalam
pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ekspresi afeksi atau
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penghormatan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme sosial
yang mengatur hubungan, kewajiban timbal balik, dan
keberlanjutan relasi antarindividu.>* Demikian pula, penelitian
Marek Hudik dan Eddy S. Fang tentang hongbao atau red packets
dalam masyarakat Tionghoa menunjukkan bahwa pemberian uang
tidak selalu dipandang sebagai pemberian yang kurang personal,
tetapi dapat menjadi bentuk pemberian yang sah, sesuai, dan
bermakna secara sosial, bergantung pada konteks peristiwa dan
hubungan antara pemberi dan penerima.*

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang sumbangsih
masyarakat Muslim Musirawas, tradisi ~adiah pernikahan berbalut
utang pada masyarakat Kerinci, serta praktik buwuh atau buwuhan,
nyumbang, njagong, gantangan, gintingan, telitian, talitihan, dan
mbecek memperlihatkan pola yang sejalan. Berbagai kajian
tersebut menunjukkan bahwa pemberian dalam hajatan tidak selalu
berhenti sebagai bantuan sosial, tetapi dapat bergerak menjadi
mekanisme  ekonomi  transaksional melalui  pencatatan,
pengingatan, ekspektasi balasan, dan kewajiban moral untuk
membalas. Dalam praktik-praktik tersebut, sumbangan tidak hanya
diberikan, tetapi juga diingat, diperhitungkan, bahkan dalam
kondisi tertentu diposisikan sebagai tanggungan sosial yang harus
dikembalikan pada hajatan berikutnya.*

33 Karin Polit, “Gifts of Love and Friendship: On Changing Marriage
Traditions, the Meaning of Gifts, and the Value of Women in the Garhwal
Himalayas,” International Journal of Hindu Studies 22, no. 2 (2018): 285-307,
https://doi.org/10.1007/s11407-018-9234-4.

3* Hudik and Fang, “Money or In-Kind Gift?”

3 Nurmala et al., “The Customary Phenomenon of Sumbangsih in
Musirawas Urban Muslims Based on Islamic Law,” 2023. Abi Suar et al., “A Gift
to Return: The Tradition of Wedding Gifts Wrapped in Debt Among the People
of Kerinci An Islamic Perspective,” Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan
Ahwal Al-Syakhsiyyah 7, no. 1 (2024): 1-12,
https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.105. Prasetiyo, “The Phenomenon of
Gotong Royong in Java Community”; Chairurrizal, “Resiprositas Tradisi
Nyumbang Dalam Hajat Pernikahan Masyarakat Kalurahan Giripurwo,
Purwosari, Gunungkidul.” Eviana Dwi Saputri and Muhammad Hasyim Ashari,
“Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang Dan Hibah Di Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang,” Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 2, no.
1 (2019): 16-25; Manan et al., “Mental Accounting.” Ahmad Muslich, “Mbecek
Culture in Religious and Social Perspectives in Ponorogo Regency, East Java,”
Al-Hayat: Journal of Islamic Education 4, no. 1 (2020): 116-25,
https://doi.org/10.35723/ajie.v4i1.116; Dian Tantia Ningrum et al., “Praktik
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Kelebihan studi dalam klaster pertama terletak pada
kemampuannya menunjukkan bahwa praktik pemberian dalam
pernikahan dapat mengalami pergeseran dari solidaritas sosial
menuju relasi timbal balik yang bersifat transaksional. Studi-studi
tersebut penting karena memberi gambaran bahwa pemberian,
pencatatan, pengembalian, dan ekspektasi balasan merupakan pola
yang tidak hanya ditemukan dalam tompangan, tetapi juga dalam
berbagai tradisi pemberian di masyarakat lain. Namun,
keterbatasannya adalah kajian-kajian tersebut umumnya masih
berhenti pada penjelasan tentang resiprositas, gotong royong,
pertukaran hadiah, atau perubahan fungsi sosial. Namun, kajian-
kajian tersebut belum membaca secara mendalam tentang ekonomi
transaksional sebagai pintu masuk untuk menjelaskan bagaimana
pemberian, pencatatan, ekspektasi pengembalian, dan potensi
pertambahan nilai bekerja secara khusus dalam praktik tompangan
masyarakat Sumenep, Madura. Dengan demikian, klaster ini
penting sebagai dasar untuk memahami aspek ekonomi
transaksional, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kompleksitas
tompangan secara menyeluruh.

Klaster kedua adalah kajian relasi kekuasaan antaraktor
dalam tradisi pernikahan. Kajian yang paling dekat dalam klaster
ini adalah disertasi Abd. Wahid tentang tradisi sabd ‘an dalam pesta
pernikahan di Sumenep dengan menggunakan teori praktik Pierre
Bourdieu. Penelitian tersebut penting karena membaca tradisi lokal
tidak hanya sebagai kebiasaan atau praktik resiprositas, tetapi
sebagai arena sosial tempat habitus, modal, doxa, dan kekerasan
simbolik bekerja dalam mereproduksi struktur sosial. Wahid
menunjukkan bahwa tradisi sabd 'an memiliki daya ikat yang kuat
karena norma sosial, kepatuhan kolektif, dan distribusi modal telah
terinternalisasi dalam tindakan para aktor. Dalam kerangka ini,
relasi antaraktor tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang
sepenuhnya setara, sebab posisi sosial, kepemilikan modal, dan

Akuntansi Dalam Tradisi Mbecek Pada Masyarakat Suku Jawa Yang Tinggal Di
Perantauan (Studi Etnometodologi Di Desa Bongo Dua, Kec. Wonosari Kab.
Gorontalo),” Seiko: Journal of Management & Business 6, no. 2 (2023),
https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/5929. Situngkir and
Prasetyo, “On Social and Economic Spheres.”
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penerimaan terhadap norma kolektif ikut menentukan cara aktor
bertindak, memberi, menerima, dan membalas.*¢

Kelebihan kajian Wahid terletak pada kemampuannya
membaca tradisi lokal Sumenep sebagai arena relasi kuasa yang
bekerja secara halus. Tradisi tidak dipahami sekadar sebagai
ekspresi solidaritas, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi
struktur sosial yang diterima sebagai kewajaran. Melalui teori
praktik Bourdieu, Wahid berhasil menunjukkan bagaimana
habitus, modal, doxa, dan kekerasan simbolik membentuk tindakan
sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan. Namun, keterbatasan
kajian tersebut terletak pada belum kuatnya pembacaan terhadap
dimensi ekonomi transaksional sebagai mekanisme yang bekerja
melalui pemberian, pencatatan, ekspektasi pengembalian, dan
potensi pertambahan nilai. Selain itu, kajian tersebut juga belum
menghubungkan relasi kekuasaan antaraktor dengan produksi
makna hukum Islam dalam tradisi diskursif syariah. Dengan
demikian, kajian Wahid penting sebagai pijakan analisis relasi
kuasa, tetapi penelitian ini bergerak lebih jauh dengan
menempatkan relasi kekuasaan antaraktor dalam hubungan yang
lebih luas dengan ekonomi transaksional dan konstruksi hukum
Islam.

Klaster ketiga adalah kajian tradisi diskursif syariah dan
konstruksi akad dalam praktik sosial-keagamaan. Klaster ini
mencakup kajian-kajian yang membahas praktik pemberian dalam
perspektif hukum Islam, konstruksi akad, dan penilaian normatif
terhadap tradisi sosial-keagamaan. Penelitian Ferdiya Devika dkk.
tentang fompangan dalam perspektif hukum Islam menunjukkan
bahwa praktik fompangan dapat dikategorikan ke dalam beberapa
kemungkinan akad, seperti hadiah dan wadi‘ah. Namun, ketika
hadiah dipahami sebagai pemberian yang harus dikembalikan,
muncul persoalan karena dalam hukum Islam hadiah pada
prinsipnya tidak boleh diminta kembali. Demikian pula, ketika
tompangan diposisikan sebagai wadi ‘ah, muncul persoalan fikih
karena objek pemberian dalam praktiknya tidak selalu dijaga dalam

36 Abd. Wahid, “Tradisi Saba’an Dalam Pesta Pernikahan (Rekonstruksi
Teori ‘Urf Berbasis Teori Praktik Bourdieu)” (Disertasi, UIN Kiai Haji Achmad
Siddiq, 2025).
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bentuk asalnya, melainkan digunakan dan kemudian dikembalikan
dalam nominal yang dapat berbeda atau bertambah.’’

Kajian-kajian lain tentang buwuh, mbecek, gantangan,
sumbangsih, dan hadiah pernikahan berbalut utang dalam
perspektif hukum Islam juga menunjukkan bahwa praktik
pemberian dalam hajatan sering kali menimbulkan persoalan
normatif. Persoalan itu muncul ketika pemberian yang semula
dipahami sebagai bantuan sosial berubah menjadi kewajiban
pengembalian, bahkan dalam kondisi tertentu disertai tambahan
nilai atau ekspektasi balasan yang membebani. Dalam konteks
tompangan, persoalan ini menjadi semakin kuat karena terdapat
pandangan keagamaan lokal, seperti hasil Bahtsul Masail LBM
PCNU Sumenep, yang menilai bentuk tertentu dari fompangan
sebagai gardh fasid. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa
praktik fompangan tidak hanya menjadi persoalan adat atau
kebiasaan sosial, tetapi juga menjadi ruang perdebatan hukum
Islam terkait hibah, hadiah, sadaqah, wadi ‘ah, qardh, qardh fasid,
ziyadah, dan riba.*®

Kelebihan kajian-kajian dalam klaster ketiga terletak pada
kemampuannya mengidentifikasi persoalan akad dan status hukum
dalam praktik pemberian. Kajian-kajian tersebut membantu
menjelaskan bahwa praktik sosial-keagamaan tidak dapat
dilepaskan dari pertanyaan tentang kerelaan, kejelasan akad,
kewajiban pengembalian, tambahan nilai, dan keabsahan hukum
Islam. Namun, keterbatasannya adalah sebagian besar kajian masih
cenderung normatif-fikih, yakni menilai apakah suatu praktik
sesuai atau tidak sesuai dengan kategori akad tertentu. Kajian-
kajian tersebut belum banyak menjelaskan bagaimana makna
hukum Islam diproduksi, diperdebatkan, dinegosiasikan, dan
dilegitimasi melalui hubungan antara teks keagamaan, otoritas
ulama, adat lokal, dan praktik sosial masyarakat. Dengan demikian,
klaster ini penting sebagai pijakan hukum Islam, tetapi belum
cukup untuk menjelaskan tompangan sebagai tradisi diskursif
syariah yang hidup dalam praktik sosial masyarakat Madura.

37 Ferdiya Devika et al., “To’-Oto’- The Local Wisdom of Madurese
Ethnic Families and Perceptions,” Local Wisdom : Jurnal llmiah Kajian Kearifan
Lokal 12, no. 2 (2020): 79-87, https://doi.org/10.26905/1w.v12i2.4149.

38 LBM PCNU Sumenep, NU Sumenep Menjawab 100 Masalah Hasil
Keputusan Bahtsul Masail PCNU Masa Khidmat 2009-2025, 1:434-39.
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Berdasarkan tiga klaster kajian tersebut, terlihat bahwa
penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam
menjelaskan praktik pemberian, resiprositas, relasi kuasa, dan
konstruksi akad dalam tradisi pernikahan. Akan tetapi, kajian-
kajian tersebut belum secara terpadu membaca tompangan sebagai
praktik ekonomi transaksional yang bekerja melalui relasi
kekuasaan antaraktor sekaligus sebagai tradisi diskursif syariah.
Kajian tentang ekonomi transaksional lebih banyak berhenti pada
pemberian, pencatatan, resiprositas, dan ekspektasi pengembalian.
Kajian tentang relasi kekuasaan lebih kuat dalam membaca habitus,
modal, doxa, dan kekerasan simbolik, tetapi belum
menghubungkannya dengan mekanisme ekonomi transaksional
dan produksi makna hukum Islam. Sementara itu, kajian hukum
Islam lebih banyak menilai status akad secara normatif, tetapi
belum menjelaskan bagaimana makna hukum tersebut
dinegosiasikan dalam relasi sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tiga klaster kajian di atas, posisi
penelitian ini dapat dipetakan secara lebih sistematis melalui tabel
berikut.

Tabel I.1 Peta Kajian Ekonomi Transaksional

N | Peneliti/ | Fokus Kontribusi/Kele | Keterbatasa
o | Karya Kajian bihan n dan Posisi
Penelitian
Ini
1 | Karin Gift-giving | Menjelaskan Belum
Polit dalam bahwa pemberian | membaca
tradisi dalam pernikahan | praktik
pernikahan | tidak hanya | pemberian
masyaraka | bermakna afeksi, | sebagai
t Garhwal | tetapi juga | ekonomi
Himalayas, | berkaitan dengan | transaksiona
India relasi sosial, | 1 dalam
kewajiban timbal | konteks
balik, dan | masyarakat
perubahan makna | Muslim
tradisi lokal.
Penelitian ini
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menempatka
n tompangan
sebagai
praktik
ekonomi
transaksiona
1 yang
bergerak dari
pemberian
sosial
menuju
pencatatan
dan
ekspektasi
pengembalia
n.

Marek
Hudik
dan Eddy
S. Fang

Hongbao
atau  red
packets
dalam
masyaraka
t Tionghoa

Menunjukkan

bahwa pemberian
uang dapat
menjadi  bentuk
pemberian  yang
sah, bermakna,
dan diterima
secara sosial
sesuai  konteks
relasi  pemberi
dan penerima

Belum
mengkaji
pencatatan,
ekspektasi
pengembalia
n, dan
potensi
pertambahan
nilai dalam
praktik
pemberian.
Penelitian ini
membaca
pemberian
sebagai
praktik
sosial
dapat
berubah
menjadi
ekonomi
transaksiona
1 ketika

yang
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disertai
pencatatan
dan
kewajiban
membalas.

Nurmala
dkk.

Tradisi
sumbangsi
h pada
masyaraka
t  Muslim
Musirawas

Menunjukkan
bahwa
sumbangan
pernikahan dapat
dicatat, diingat,
dan dikaitkan
dengan harapan
balasan  dalam
relasi sosial
masyarakat

Belum
menjelaskan
secara
mendalam
mekanisme
ekonomi
transaksiona
1 dalam
kaitannya
dengan
pencatatan,
pengembalia
n, dan
pertambahan
nilai.
Penelitian ini
menjadikan
sumbangsih
sebagai
pembanding
luar  Jawa
bahwa pola
pencatatan
dan
pengembalia
n juga
muncul
dalam tradisi
lokal
Indonesia.

Abi Suar
dkk.

Tradisi
hadiah
pernikahan
berbalut

Menjelaskan
adanya
pergeseran
pemberian

Belum
memetakan
secara
komprehensi




19

utang pada
masyaraka
t Kerinci

dari
sosial
relasi

yang

pernikahan
bantuan
menuju
utang
memiliki
konsekuensi
moral

f mekanisme
aktor,
instrumen
pencatatan,
dan  relasi
sosial-
keagamaan
yang
membentuk
praktik
tersebut.
Penelitian ini
memperkuat
argumentasi
bahwa
tompangan
memiliki
pola
ekonomi
transaksiona
| yang lebih
kompleks
karena
melibatkan
pencatatan,
pengembalia
n, dan
pertambahan
nilai.

Eko
Setiawan
; Ari
Prasetiyo
; Racha
Julian
Chairurri
zal

Tradisi
nyumbang
atau
njagong
dalam
masyaraka
t Jawa

Menunjukkan
bahwa nyumbang
atau njagong
memiliki  unsur
resiprositas,
solidaritas sosial,
kepantasan sosial,
dan  kewajiban
moral untuk
membalas

Belum
mengemban
gkan
pembacaan
ekonomi
transaksiona
1 secara
mendalam
melalui
mekanisme
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pencatatan,
pengembalia
n, dan
pertambahan
nilai.
Penelitian ini
menempatka
n tompangan
sebagai
praktik yang
tidak hanya

resiprokal,
tetapi  juga
transaksiona
1 karena
memiliki
bukti sosial
dan
ekspektasi
pengembalia
n.

6 | Shafiya Buwuh Menunjukkan Masih lebih
Aurelia atau bahwa buwuh | menekankan
Rachma | buwuhan dapat dipahami | aspek adat,
wati dan | dalam adat | sebagai  bentuk | akuntansi,
Moch. pernikahan | pemberian yang | dan  status
Khoirul | Jawa dalam praktik | hukum,
Anwar; tertentu belum
Abdul menyerupai menajamkan
Manan utang-piutang ekonomi
dkk. sosial dan dapat | transaksiona

dicatat dalam | 1 sebagai

logika akuntansi | kerangka

sosial analisis
utama.
Penelitian ini
menjadikan
buwuhan

sebagai




21

pembanding
untuk
menegaskan
kekhasan
tompangan
dalam
pencatatan,
pengembalia
n, dan
pertambahan
nilai.

Ahmad
Muslich;
Yoga Tri
Ambudi
dkk.;
Dian
Tantia
Ningrum
dkk.

Tradisi
mbecek
dalam
pernikahan

Menjelaskan
bahwa  mbecek
mengandung
unsur bantuan
sosial,
resiprositas,
pencatatan sosial,
dan  kewajiban
balasan  dalam
masyarakat

Belum
membaca
mbecek
secara
mendalam
sebagai
sistem
ekonomi
transaksiona
1 yang
bekerja
melalui
pencatatan,
ekspektasi
pengembalia
n, dan
potensi
pertambahan
nilai.
Penelitian ini
memperluas
pembacaan
dari
resiprositas
menuju
ekonomi
transaksiona

1 yang
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memuat
kewajiban
pengembalia
n.

Hokky
Situngkir
dan Yanu
Endar
Prasetyo;
Kurniaw
an
Saefullah
;  Rully
Khairul
Anwar
dkk.

Gantangan
, gintingan,
telitian,
atau
talitihan
dalam
masyaraka
t  Subang
dan Jawa
Barat

Menjelaskan
bahwa
sumbangan
hajatan dapat
dicatat, dikelola,
dan diposisikan
sebagai
kewajiban sosial
untuk dibalas

Belum
menjelaskan
secara
komprehensi
f bagaimana
pencatatan
membentuk
sistem
pengembalia
n dan
pertambahan
nilai dalam
praktik
pemberian.
Penelitian ini
menempatka
n pencatatan
dalam
tompangan
sebagai
instrumen
sosial yang
membentuk
ekonomi
transaksiona
1.

Tabel 1.2 Peta Kajian Relasi Kekuasaan Antaraktor

=]

Peneliti/Ka
rya

Fokus
Kajian

Kontribusi/Kele
bihan

Keterbatas
an dan
Posisi
Penelitian
Ini
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Abd. Wahid

Tradisi
sabd’an
dalam
pesta
pernikah
an di
Sumene
p
berbasis
teorl
praktik
Pierre
Bourdie
u

Kuat dalam
membaca habitus,
arena, modal,
doxa, dan
kekerasan
simbolik  dalam
tradisi lokal
Sumenep

Belum
mengintegra
sik-an relasi
kekuasaan
dengan
ekonomi
transaksiona
1 dan tradisi
diskursif
syariah
secara
bersamaan.
Penelitian
ni
mengemban
gk-an
analisis
relasi kuasa
dengan
memasukka
n
mekanisme
pemberian,
pencatatan,
ekspektasi
pengembalia
n7
pertambaha
n nilai, dan
produksi
makna
hukum
Islam.
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Tabel 1.3 Peta Kajian Tradisi Diskursif Syariah

=]

Peneliti/Ka
rya

Fokus
Kajian

Kontribusi/Kele
bihan

Keterbatas
an dan
Posisi
Penelitian
Ini

Ferdiya
Devika
dkk.

Konstruk
si akad
tompang
an dalam
perspekti
f hukum
Islam

Mengidentifikasi
kemungkinan
akad hadiah dan
wadi‘ah  dalam
praktik
tompangan

Cenderung
normatif-
fikih dan
belum
menjelaskan
bagaimana
makna akad
diproduksi,
dinegosiasik
an, dan
dilegitimasi
dalam
praktik
sosial.
Penelitian
ini membaca
tompangan
tidak hanya
sebagai
persoalan
akad, tetapi
sebagai
praktik
sosial-
keagamaan
yang hidup
dan
dinegosiasik
an.

Abdul
Manan
dkk.;

Praktik
buwuhan
, mbecek,

Menjelaskan
bahwa pemberian
dalam hajatan

Kajian-
kajian
tersebut
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Ahmad nyumban | mengandung masih
Muslich; g resiprositas, membahas
Racha gantanga | pencatatan, resiprositas,
Julian n, ekspektasi sosial-
Chairurriza | gintingan | balasan, ekonomi,
I; , kewajiban budaya,
Hokky sumbang | pengembalian, akuntansi,
Situngkir sih, dan | serta dimensi | atau  status
dan Yanu | hadiah sosial, ekonomi, | akad secara
Endar pernikah | budaya, dan | terpisah.
Prasetyo; an keagamaan. Penelitian
Kurniawan | berbalut ini
Saefullah; | utang. menghubun
Nurmala gkan
dkk.; Abi ekonomi
Suar dkk. transaksiona
1, relasi
kekuasaan,
dan
produksi
makna
hukum
Islam
melalui
negosiasi
antara teks
fikih, adat,
otoritas
keagamaan,
dan praktik
sosial.
LBM Penilaian | Memberikan Belum
PCNU Bahtsul | penilaian hukum | menjadi
Sumenep Masail lokal bahwa | kajian
terhadap | bentuk tertentu | akademik
praktik dari tompangan | yang
tompang | dapat masuk | memetakan
an dalam gardh fasid | relasi aktor,
karena  adanya | instrumen
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tambahan  atau | sosial, dan
ziyadah proses
diskursif
dalam
praktik
tompangan.
Penelitian
ini
menjadikan
pandangan
LBM
sebagai
pintu masuk
untuk
membaca
tompangan
sebagai
tradisi
diskursif
syariah yang
diperdebatk
an dan
dinegosiasik
an.

Berdasarkan peta kajian terdahulu tersebut, posisi penelitian
ini terletak pada upaya mengintegrasikan ekonomi transaksional,
relasi kekuasaan antaraktor, dan tradisi diskursif syariah dalam satu
kerangka analisis. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung
membahas praktik pemberian sumbangan pernikahan dari sisi
solidaritas sosial, resiprositas, adat, atau status akad secara terpisah,
penelitian ini menempatkan tompangan sebagai praktik sosial-
keagamaan yang mempertemukan mekanisme pemberian,
pencatatan, ekspektasi pengembalian, pertambahan nilai, distribusi
modal, kuasa simbolik, otoritas keagamaan, dan konstruksi hukum
Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membaca
tompangan sebagai tradisi lokal, tetapi sebagai arena ekonomi
transaksional dan relasi kekuasaan yang terus memperoleh,
mempertahankan, dan menegosiasikan legitimasi syariah dalam



27

masyarakat Sumenep, Madura.

Kebaruan penelitian ini dapat ditegaskan dalam empat
bentuk. Pertama, secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan
teori praktik Pierre Bourdieu dan konsep tradisi diskursif Talal
Asad untuk membaca tompangan sebagai praktik yang
mereproduksi relasi kuasa sekaligus memproduksi legitimasi
keagamaan. Kedua, secara konseptual, penelitian ini merumuskan
tompangan sebagai arena ekonomi transaksional berbasis sosial-
keagamaan, yaitu praktik yang mempertemukan pemberian,
pencatatan, ekspektasi pengembalian, distribusi modal, dan
legitimasi syariah. Ketiga, secara metodologis, penelitian ini
menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam untuk
membaca hukum Islam tidak hanya sebagai norma tekstual, tetapi
sebagai praktik sosial yang hidup, dinegosiasikan, dan dilegitimasi
dalam masyarakat. Keempat, secara substantif, penelitian ini
menunjukkan bahwa kebertahanan tompangan tidak semata-mata
ditopang oleh solidaritas sosial, tetapi juga oleh bekerjanya
mekanisme reproduksi kekuasaan, gengsi sosial, sanksi simbolik,
dan legitimasi keagamaan secara simultan.

Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan paradigma interdisipliner dalam
menjawab rumusan masalah. Paradigma integrasi keilmuan
tersebut dijabarkan dalam beberapa bahan analisis sebagai berikut.
Pertama, teori Habitus dan modal Bourdieu. Pemikiran Bourdieu
digunakan untuk memahami bagaimana relasi antaraktor terbentuk
melalui distribusi modal, negosiasi posisi sosial, dan reproduksi
kekuasaan dalam arena rompangan. Teori Bourdieu tersebut
penulis gunakan untuk melihat dinamika tradisi tompangan di
Sumenep, Madura, dan bagaimana praktik tompangan
merefleksikan interaksi sosial dan struktur ekonomi lokal; Kedua,
konsep tradisi diskursif Talal Asad yang akan melihat tradisi bukan
sebagai entitas yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang
terus-menerus dinegosiasikan dan ditafsirkan ulang oleh para
pelakunya sebagai respons terhadap kondisi historis yang terus
berubah.*

Berangkat dari kompleksitas praktik tompangan di Sumenep

3% Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist
Subject (Oxford: Princeton University Press, 2012), 25-28.
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yang menunjukkan adanya keragaman bentuk akad dan perbedaan
penilaian hukum Islam, penelitian ini memerlukan suatu kerangka
teoretis yang mampu membaca hukum tidak hanya sebagai norma
tekstual, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup. Pendekatan
normatif semata tidak cukup menjelaskan mengapa dalam satu
praktik yang sama dapat muncul beragam interpretasi hukum yang
saling berseberangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi diskursif dan
dimensi praktik, sehingga hukum dapat dipahami sebagai hasil
interaksi antara wacana keagamaan, tindakan sosial, serta relasi
kuasa yang melingkupinya. Untuk tujuan tersebut, pemikiran Talal
Asad dan Pierre Bourdieu dijadikan sebagai landasan analisis
utama dalam membangun kerangka teoretis penelitian ini.

Secara sistematis, kerangka teori dalam penelitian ini bekerja
pada tiga level. Pada level grand theory, penelitian ini
menempatkan prinsip keadilan muamalah sebagai orientasi
normatif untuk menilai apakah praktik tompangan menghadirkan
kemaslahatan atau justru melahirkan mafsadah sosial-ekonomi.
Pada level middle range theory, teori praktik Pierre Bourdieu dan
konsep tradisi diskursif Talal Asad digunakan untuk membaca
bagaimana relasi kuasa dan legitimasi keagamaan bekerja dalam
praktik tompangan. Pada level applied theory, penelitian ini
menggunakan konsep pemberian, pencatatan, ekspektasi
pengembalian, pertambahan nilai, distribusi modal, otoritas
keagamaan, dan konstruksi akad sebagai alat operasional untuk
membaca data lapangan. Dengan struktur ini, teori tidak berdiri
sendiri, tetapi bekerja secara berjenjang dari orientasi normatif,
analisis sosial-keagamaan, hingga pembacaan empiris terhadap
praktik tompangan.

Kerangka tersebut kemudian dirumuskan secara sistematis
sebagaimana berikut:
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Gambar 1.2 Kerangka Analisis Ekonomi Transaksional,
Relasi Kekuasaan Antaraktor, dan Tradisi Diskursif Syariah
dalam Praktik Tompangan

Ambiguitas Penetapan Akad tompangan
sadaqah, hibah, hadiah wadi ‘ah, qardh
dan gardh fasid (halal tapi diharamkan)

Pierre Bourdieu (Dimensi Talal Asad (Dimensi
Praktik) Diskursif)
I !
Teori Praktik: Tradisi Diskursif:
— Habitus — Otoritas
— Arena —> Negosiasi
—  Modal — Genealogi
Integrasi

Praktik + Relasi Kuasa + Diskursus

I
Proses Analisis
— Kontestasi Antaraktor
— Otoritas

|
Temuan
— Living Islamic Law
— Tradisi Diskursif Syariah

Integrasi teori praktik Pierre Bourdieu dan konsep tradisi
diskursif Talal Asad dalam penelitian ini digunakan untuk
membaca fompangan sebagai praktik sosial-keagamaan yang
bekerja pada dua ranah sekaligus. Bourdieu membantu
menjelaskan bagaimana tompangan direproduksi melalui habitus,
distribusi modal, doxa, dan dominasi simbolik antaraktor.
Sementara itu, Talal Asad membantu menjelaskan bagaimana
praktik  tersebut  memperoleh, = mempertahankan,  dan
menegosiasikan legitimasi keagamaan melalui hubungan antara
teks, otoritas, adat lokal, dan praktik sosial. Dengan demikian,
tompangan tidak hanya dipahami sebagai praktik pertukaran sosial,
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tetapi sebagai ruang reproduksi modal dan legitimasi syariah yang
berlangsung secara bersamaan.

Kedua kerangka teori tersebut digunakan untuk membaca
tiga dimensi utama penelitian, yaitu ekonomi transaksional, relasi
kekuasaan antaraktor, dan tradisi diskursif syariah. Teori praktik
Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan
antaraktor melalui habitus, arena, modal, doxa, dan dominasi
simbolik. Sementara itu, konsep tradisi diskursif Talal Asad
digunakan untuk memahami bagaimana makna hukum Islam
dalam praktik tompangan diproduksi, dinegosiasikan, dan
dilegitimasi melalui relasi antara teks, otoritas keagamaan, adat
lokal, dan praktik sosial masyarakat.

1. Relasi Antaraktor dalam Konteks Distribusi Modal dan
Kekuasaan

Dalam tradisi lokal, relasi antaraktor sering kali diwarnai
dengan ketimpangan distribusi sumber daya, sehingga kepentingan
pribadi dan renging (hubungan personal) menjadi faktor utama
dalam mempertimbangkan alokasi sumber daya yang berpotensi
menciptakan relasi yang tidak adil antaraktor.*” Dengan demikian,
konteks tompangan sebagai tradisi lokal menarik untuk dikaji
terkait dinamika kekuasaan yang dapat melahirkan ketimpangan.
Oleh karena itu, praktik tompangan dapat dianalisis secara kritis
melalui teori habitus dan modal Bourdieu, di mana para aktor dapat
berkompetisi memanfaatkan modal yang mereka miliki untuk
memperoleh kepentingan, pengaruh, dan dominasi dalam ranah
sosial.

%" Duu-chiang Wang and Chui-man Pak, “Renqing (Personal

Relationship) and Resource Allocation: Behaviour Analysis of Low Income
Qualification Assessment by Village Secretaries,” China Journal of Social Work
8, no. 2 (2015): 107-21, https://doi.org/10.1080/17525098.2015.1039167.



31

Gambar 1.3 Relasi Antaraktor Tradisi Tompangan
Perspektif Pierre Bourdieu

— Modal
Tradisi —| Arena Sosial — (ekonomi,
Tompangan Sosial, Budaya
dan Simbolik)
Membentuk
Teori dan Aktor
Praktik Menstabilkan =
Sosial
Pierre
Bourdie || Legitimas | | Proses || Interak | Aktl(\); (herigan
! i Praktik Negosi si oda
Konversi Dominasi | | D | | Legitima | |
Modal Simbolik O |1 si Sosial
| Reproduksi
Sosial
Kebertahanan Tompangan ]

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, relasi antaraktor tidak
akan terjadi dalam ruang sosial yang netral, melainkan dipengaruhi
oleh distribusi modal yang tidak merata.*! Bourdieu melihat modal
sebagai sumber daya yang digunakan aktor untuk mempertahankan
atau meningkatkan posisinya dalam struktur sosial.*? Distribusi
modal dalam berbagai bentuknya menjadi instrumen utama bagi
para aktor untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya
dalam struktur sosial yang penuh dengan ketimpangan dan
persaingan.*> Mengapa demikian, menurut Bourdieu karena setiap
bentuk modal memberikan kekuatan khusus kepada aktor di
berbagai bidang sosial yang bersaing untuk mendapatkan

4! Paula Andrea Ramirez Monsalve and Hernando Roldéan Salas, “Espacio
Social: Creacion Dialéctica Entre Campo y Habitus,” Isegoria, no. 64 (May
2021): el7, https://doi.org/10.3989/isegoria.2021.64.17.

42 Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital.(1986),” in Cultural Theory:
An Anthology, 1st ed., vol. 1, ed. Imre Szeman and Timothy Kaposy (Wiley
Blackwell, 2011), 241-58.

43 Ibid..
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dominasi.**

Modal dalam perspektif Bourdieu tidak terbatas pada modal
ekonomi semata, tetapi juga mencakup modal sosial, budaya, dan
simbolik, yang membentuk relasi antaraktor. Misalnya Bourdieu
menggambarkan tentang modal ekonomi, modal budaya, dan
modal simbolik yang kemudian memetakan hubungan antaraktor
dalam ranah sosial dan hubungannya dengan ranah budaya.* Maka
dari itu, relasi antaraktor dalam kerangka Bourdieu sangat
bergantung pada posisi aktor dalam ranah atau medan sosial.*®
Ranah sosial merupakan arena kompetisi di mana individu dan
kelompok menggunakan modal untuk memperebutkan sumber
daya yang tersedia untuk meningkatkan keuntungan, pengaruh, dan
kekuasaan.*’

Setiap ranah sosial memiliki aturan main yang berbeda,
tergantung dari modal apa yang dihargai dalam ranah tersebut.
Sebagai contoh, modal budaya, seperti pengetahuan dan gelar
akademis, dihargai lebih tinggi daripada modal ekonomi di bidang
pendidikan. Sebaliknya, modal ekonomi dapat lebih dominan di
bidang bisnis.*® Oleh sebab itu, relasi antaraktor sering kali bersifat
hierarkis, di mana mereka yang memiliki lebih banyak modal
cenderung mendominasi mereka yang memiliki modal lebih
sedikit. Relasi kuasa yang terjadi tidak selalu eksplisit atau
berdasarkan kekerasan fisik, tetapi biasanya disamarkan melalui
mekanisme yang lebih halus, seperti dominasi simbolik.*’

4 Pierre Bourdieu, “The New Social Theory Reader,” in Outline of a
Theory of Practice, ed. Steven Seidman and Jeffrey C. Alexande (USA and
Canada: Routledge, 2008), 80-87.

45 Lars Vigerland and Erik A. Borg, “Cultural Capital in the Economic
Field: A Study of Relationships in an Art Market,” Philosophy of Management
17, no. 2 (2018): 169-85, https://doi.org/10.1007/s40926-017-0061-2.

4 Wendy Bottero and Nick Crossley, “Worlds, Fields and Networks:
Becker, Bourdieu and the Structures of Social Relations,” Cultural Sociology 5,
no. 1 (2011): 991109, https://doi.org/10.1177/1749975510389726.

47 Andrei Romanovich Poluboyarinov, “Ideology in Social Space:
Characteristics of the Structure of the Ideological Field Based on the Social
Theory of Pierre Bourdieu,” Coyuodunamuxa, no. 4 (April 2023): 35-43,
https://doi.org/10.25136/2409-7144.2023.4.40021.

8 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of
Taste, trans. Richard Nice (Harvard University Press, 1984), 112—-115.

4 Ganesha Hari Murti and Nila Susanti, “Understanding Bourdieu’s
Distinction: Social And Literary Contestation To Gain Legitimate Position,”
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Dominasi simbolik terjadi ketika aktor dengan modal simbolik
yang lebih tinggi dapat mengontrol ranah sosial melalui pengakuan
dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat.*

Dominasi simbolik penting digunakan untuk memahami
relasi antaraktor karena memungkinkan aktor yang dominan untuk
mempertahankan kekuasaannya tanpa menggunakan kekerasan
secara langsung.’' Aktor yang mendominasi menggunakan modal
simbolik untuk memaksakan pandangan dunia mereka sebagai
sesuatu yang sah dan diterima oleh semua orang.>* Misalnya, dalam
ranah politik, seorang pemimpin dengan modal simbolik yang kuat
dapat mengarahkan tindakan orang lain melalui reputasi dan
pengakuan sosial, bahkan tanpa kontrol ekonomi secara
langsung.”

Relasi antaraktor sering kali didasarkan pada bentuk
dominasi yang tidak terlihat namun sangat efektif, yaitu kekerasan
simbolik. Kekerasan simbolik, seperti yang didefinisikan oleh
Bourdieu, mencakup tindakan dominasi, penaklukan, dan hierarki,
dan dipertahankan melalui kerangka kerja persepsi yang sama
seperti sistem pendidikan dan agama.>* Kekerasan simbolik terjadi
ketika aktor-aktor dominan memaksakan pandangan dunia mereka
kepada aktor-aktor lain, sehingga membuat mereka menerima
posisi subordinat mereka sebagai sesuatu yang "alamiah".**> Relasi

Anaphora: Journal of Language, Literary and Cultural Studies 4, no. 1 (2021):
48-57, https://doi.org/10.30996/anaphora.v4il.5268.

50 Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste,
120-23.

! David L. Swartz, Symbolic Power, Politics, and Intellectuals: The
Political Sociology of Pierre Bourdieu (University of Chicago Press, 2013),
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226925028.001.0001.

52 Loic J. D. Wacquant, “Symbolic Violence and the Making of the French
Agriculturalist: An Enquiry into Pierre Bourdieu’s Sociology,” The Australian
and New Zealand Journal of Sociology 23, mno. 1 (1987): 65-88,
https://doi.org/10.1177/144078338702300105.

53 Pierre Bourdieu, “Distinction a Social Critique of the Judgement of
Taste,” in Inequality (Routledge, 1984), 150-55.

% Mehtap Hamzaoglu and Emrah Konuralp, “Tiirkiye’de Kadina Karst
Siddetin Sembolik ve Dogrudan Bigimleri: Namus Olgusu ve Namus
Cinayetleri,” The Bulletin of Legal Medicine 24, no. 3 (2019): 226-35,
https://doi.org/10.17986/blm.2019356619.

55 Habitus dan kekerasan simbolik Bourdieu digunakan dalam novel Alex
Urban The Kingfisher Secret untuk mencapai tujuan dan memperoleh dominasi,
dengan kekerasan simbolik digambarkan melalui pertukaran hadiah, kasih



34

antaraktor yang berada dalam posisi subordinat sering kali tidak
menyadari bahwa mereka sedang didominasi, karena kekuasaan
yang digunakan terhadap mereka bersifat halus dan tidak kentara.*

Kekerasan simbolik Bourdieu menunjukkan bahwa ideologi
memainkan peran sentral dalam reproduksi sosial dan budaya, yang
berkontribusi pada reproduksi ketimpangan sosial karena aktor
dominan dapat mempertahankan posisinya tanpa perlawanan
langsung dari aktor yang didominasi.”’ Sebagaimana dalam teori
kelas, Bourdieu menekankan posisi daripada produksi,
mengabaikan tenaga kerja dan eksploitasi alih-alih berfokus pada
posisi dominan.’® Dalam relasi antaraktor, kekerasan simbolik
memastikan bahwa struktur sosial yang ada dipertahankan, karena
pandangan dunia yang dominan diterima secara luas sebagai
sesuatu yang wajar. Inilah salah satu alasan mengapa relasi
antaraktor dalam teori Bourdieu cenderung mempertahankan
hierarki sosial yang ada.>’

Oleh karena itu, Bourdieu pun melahirkan konsep habitus
sebagai inti dari analisisnya mengenai relasi antaraktor dan
berkaitan dengan sosiologi kebiasaan.®® Melalui konsep habitus,
Pierre Bourdieu mengkritik pendekatan strukturalis dalam ilmu
sosial, seperti yang dikembangkan Emile Durkheim dan Claude
Lévi-Strauss, karena terlalu menekankan dominasi struktur sosial
seperti norma, institusi, dan kelas serta mengabaikan peran
subjektivitas dan agensi pelaku dalam membentuk tindakan

sayang, perintah tidak langsung, dan penolakan yang penuh hormat. Zainul
Arifin, “The Study Of Bourdieu’s Symbolic Violence In Alex Urban’s ‘The
Kingfisher Secret,”” Anaphora: Journal of Language, Literary and Cultural
Studies 4, no. 2 (2022): 147-61, https://doi.org/10.30996/anaphora.v4i2.6073.

56 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Harvard University
Press, 1991), 168-70.

57 Gabriele Lakomski, “On Agency and Structure: Pierre Bourdieu and
Jean-Claude Passeron’s Theory of Symbolic Violence,” Curriculum Inquiry 14,
no. 2 (1984): 151-63, https://doi.org/10.1080/03626784.1984.11075918.

58 Josh Seim and Michael A. McCarthy, “Classes Without Labor: Three
Critiques of Bourdieu,” Critical Sociology, (September 25, 2023),
08969205231200898, https://doi.org/10.1177/08969205231200898.

3 Pierre Bourdieu, “The Field of Cultural Production, or: The Economic
World  Reversed,”  Poetics 12, nos. 4-5 (1983): 311-56,
https://doi.org/10.1016/0304-422X(83)90012-8.

8 David L. Swartz, “The Sociology of Habit: The Perspective of Pierre
Bourdieu,” OTJR: Occupational Therapy Journal of Research 22, no. 1_suppl
(2002): 61S-69S, https://doi.org/10.1177/15394492020220S108.
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sosial.®!  Seperti digambarkan oleh Bruno Frére bahwa
strukturalisme genetik Bourdieu, sosiologi psikologi, dan teori
aktor sosial pragmatis berpotensi bergabung untuk menciptakan
sosiologi yang lebih komprehensif dan canggih.®

Gagasan Habitus dalam pengertian sosiologi Bourdieu
sendiri adalah cara yang fleksibel untuk mengonseptualisasikan
agensi dan kemampuan untuk mengubah struktur sosial.®
Sebagaimana acuan habitus, eksistensinya mengacu pada disposisi
internal yang dihasilkan dari pengalaman sosial, yang membentuk
tindakan dan persepsi aktor terhadap dunia sosial.** Hal demikian
dapat terjadi karena di setiap ranah sosial, ada aktor yang bertindak
berdasarkan habitus masyarakat tertentu, yang dibentuk oleh
sejarah hidup dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, relasi
antaraktor dalam sebuah ranah sosial ditentukan oleh modal yang
masyarakat tersebut miliki dan habitus yang mengarahkan cara
berpikir, merasa, dan bertindak.®

Selain relasi antaraktor ditentukan oleh habitus, relasi
tersebut juga bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan
dan mengubah modal dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bourdieu
menunjukkan bahwa modal sosial, yang terdiri dari jaringan
hubungan dan dukungan yang dimiliki oleh para aktor, dapat
dikonversi menjadi modal ekonomi dan modal simbolik jika
digunakan dengan benar.®® Sebaliknya, modal ekonomi dapat

61 Bourdieu, “The New Social Theory Reader,” 80-87.

62 Bruno Frére, “Genetic Structuralism, Psychological Sociology and
Pragmatic Social Actor Theory: Proposals for a Convergence of French
Sociologies,” Theory, Culture & Society 21, mo. 3 (2004): 85-99,
https://doi.org/10.1177/0263276404043621.

8 Omar Lizardo, “The Cognitive Origins of Bourdieu’s Habitus,” Journal
for the Theory of Social Behaviour 34, no. 4 (2004): 375401,
https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2004.00255.x.

6 Gisele Sapiro, “Habitus: History of a Concept,” in International
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Elsevier, 2015), 48489,
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.03085-3.

85 Pierre Bourdieu, Practical Reason: On the Theory of Action (Stanford
University Press, 1998), 101-5.

6 Sebagaimana ditegaskan oleh Gomez ketika mengkaji pemikiran
Bourdieu bahwa modal ekonomi merupakan wujud paling dasar dari
ketimpangan digital, yang menimbulkan hambatan material terhadap akses,
sedangkan modal budaya dan sosial dapat diubah menjadi modal digital dan
kemudian diubah kembali ke dalam bentuk-bentuk ini. Daniel Calderéon Gémez,
“The Third Digital Divide and Bourdieu: Bidirectional Conversion of Economic,
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digunakan untuk memperoleh modal simbolik, misalnya melalui
sumbangan amal untuk meningkatkan status sosial aktor tersebut.®’
Konversi modal tersebut sangat penting dalam memahami
dinamika relasi antaraktor karena aktor yang lebih mahir dalam
melakukan konversi modal akan memiliki keunggulan kompetitif
dalam ranah sosial, yaitu antara modal sosial, ekonomi, dan
budaya.®® Aktor yang mampu mengonversi modal ekonomi
menjadi modal sosial atau simbolik akan lebih berpeluang untuk
mempertahankan posisi dominannya dalam struktur sosial karena
relasi antaraktor akan membentuk proses dinamis yang melibatkan
penggunaan dan konversi modal.®’

Pasca mampu memanfaatkan posisi modal tersebut,
Bourdieu memberikan istilah pada tempat perebutan modal baik
modal ekonomi, budaya, dan simbolik yang disebut field.”
Kemudian ranah (field) atau medan sosial dikerucutkan kembali
oleh Bourdieu sebagai ilusi (i/lusio). Bourdieu berpendapat bahwa
ilusi adalah salah satu cara dominasi simbolik yang dapat
dipertahankan, karena aktor menerima struktur sosial yang ada
tanpa mempertanyakannya.”' Melalui ilusi maka mekanisme
dominasi dan kontrol simbolik dapat mendukung tatanan sosial
yang ada.”” Dengan ilusi membuat para aktor tetap terlibat dalam
ranah sosial untuk mempertahankan relasi kuasa yang ada, di mana
mereka terus berinvestasi dan percaya pada bidang tersebut.”
Bourdieu menggambarkan seperti akademisi dan pemegang modal
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ekonomi, bahwa para akademisi percaya akan pengetahuan dan
pengakuan ilmiah merupakan modal yang berharga dalam ranah
akademis. Sebaliknya, di ranah ekonomi, para aktor percaya bahwa
mengumpulkan kekayaan untuk memperoleh keutungan dalam
bentuk ekonomi adalah tujuan utama ketika terjadi pertarungan di
dalam field atau ilusi itu sendiri.”*

Kembali pada pembahasan tentang modal sosial, modal
budaya dan simbolik. Bourdieu menganggap modal sosial sebagai
salah satu bentuk modal yang sangat penting, tanpa
mengesampingkan akan pentingnya modal ekonomi dan budaya
(meskipun Bourdieu tidak mengajukan suatu ukuran yang
eksplisit),”” modal sosial dapat membentuk relasi antara aktor-aktor
lain. Relasi antaraktor dalam konteks modal sosial sering kali
didasarkan pada pertukaran timbal balik, di mana para aktor
menggunakan relasi mereka untuk mendapatkan keuntungan
tertentu.’® Mereka yang memiliki jaringan sosial yang lebih luas
dan berpengaruh lebih mungkin untuk mencapai dominasi di ranah
sosial.”’

Selain modal sosial, menurut Bourdieu, ada modal budaya.
Modal budaya juga memainkan peran penting dalam relasi
antaraktor. Modal budaya mencakup pengetahuan, keterampilan,
dan preferensi yang diakui oleh masyarakat.”® Dalam domain sosial
tertentu, seperti pendidikan atau seni, modal budaya lebih penting
daripada modal ekonomi karena menurut Bourdieu, modal budaya
membantu mengidentifikasi nilai intrinsik dari pengetahuan ilmiah
dan nilai ekstrinsiknya untuk pekerjaan di masa depan.”’ Sebagai
contoh, aktor dengan modal budaya yang tinggi, seperti gelar
akademis atau keahlian artistik, cenderung lebih mempengaruhi
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relasi antaraktor dalam domain tersebut. Modal budaya tersebut
memungkinkan para aktor untuk mempertahankan atau
memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial.*’

Modal lainnya adalah simbolik. Bourdieu juga menekankan
bahwa modal simbolik merupakan elemen penting dalam relasi
antaraktor. Modal simbolik, seperti yang didefinisikan oleh
Bourdieu, mencakup aset budaya yang diwakili oleh tanda-tanda,
seperti yang diasosiasikan dengan rumah bergengsi atau ruang
kantor utama dan memfasilitasi perolehan manfaat ekonomi dan
sosial lebih lanjut.*' Modal simbolik mencakup pengakuan sosial,
status, dan kehormatan yang diperoleh para aktor melalui tindakan
atau pencapaian.’” Modal simbolik memungkinkan para aktor
untuk mendapatkan legitimasi di mata masyarakat, yang pada
gilirannya memberi mereka kekuatan untuk mempengaruhi orang
lain. Relasi antaraktor yang melibatkan modal simbolik sering kali
didasarkan pada pengakuan sosial yang diberikan oleh masyarakat
atau institusi, dan mereka yang memiliki modal simbolik yang
lebih menonjol akan cenderung mendominasi.*®

Modal simbolik dan modal sosial sering kali bekerja sama
untuk membentuk relasi antaraktor. Aktor dengan modal simbolik
yang tinggi cenderung memiliki modal sosial yang besar, karena
pengakuan sosial yang mereka terima memudahkan mereka untuk
membangun jaringan relasi yang luas. Sebaliknya, modal sosial
dapat memperkuat modal simbolik, karena dukungan dari jaringan
sosial memberikan legitimasi tambahan untuk tindakan dan status
aktor.* Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep Bourdieu,
seperti yang dinyatakan oleh Amirali Mohseni yang mengatakan
bahwa lahirnya konsep-konsep yang ditawarkan oleh Bourdieu,
seperti modal kultural, sosial, dan simbolik, telah memperkaya
teori sosiologi dan memantapkan diri dalam penelitian
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interdisipliner dan transdisipliner di bidang ilmu-ilmu humaniora.®®

Menurut G. Steinmetz, konsep-konsep utama Bourdieu,
habitus, arena, budaya, dan modal simbolik, pada dasarnya bersifat
historis, yang memungkinkan terjadinya reproduksi dan perubahan
sosial, kendala, dan kebebasan sekaligus mempromosikan
historisisme dalam sosiologi.*® Dengan demikian, analisis
Bourdieu mengenai relasi antaraktor menunjukkan bahwa relasi
sosial selalu berkaitan dengan distribusi kekuasaan yang timpang.
Modal sosial, budaya, simbolik, atau ekonomi menjadi sangat
penting dalam menentukan siapa yang lebih berkuasa dalam relasi
sosial. Relasi antaraktor merupakan bagian dari dinamika
persaingan dalam ranah sosial, di mana setiap aktor berusaha
mempertahankan  atau  meningkatkan  posisinya  melalui
penggunaan dan akumulasi modal. Bourdieu memberikan
kerangka kerja yang kuat untuk memahami relasi sosial sebagai
bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar melalui konsep
habitus, arena dan modal.®’

Seperti yang telah dibahas di atas, fompangan sebagai sebuah
fenomena sosial menarik untuk dikaji melalui lensa habitus dan
modal dalam pemikiran Pierre Bourdieu. Dalam konteks yang
terjadi, tompangan bukan sekadar interaksi antarindividu,
melainkan sebuah arena persaingan yang dipengaruhi oleh
distribusi modal yang bersaing untuk memperoleh pengakuan
dalam sebuah kekuasaan. Para aktor dalam tompangan
menggunakan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik yang
mereka miliki untuk memperkuat posisi mereka dalam hierarki
sosial. Sebagai contoh, individu dengan modal budaya yang tinggi
dapat mengarahkan pandangan dan perilaku orang lain,
menciptakan dominasi simbolik yang memperkuat posisi mereka.
Habitus yang memiliki disposisi internal akan terbentuk dari
pengalaman sosial, memandu bagaimana para aktor berpikir dan
bertindak dalam pertukaran dalam praktik fompangan karena
dalam setiap pertukaran potensial mengubah modal. Misalnya, dari
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modal sosial menjadi modal ekonomi yang tujuannya untuk
mempertahankan atau meningkatkan posisi dalam struktur sosial.
Dengan demikian, menganalisis fompangan melalui perspektif
Bourdieu menunjukkan bagaimana relasi antaraktor bukan hanya
sekadar interaksi, tetapi juga manifestasi dari perebutan kekuasaan
dan strategi sosial yang kompleks.

2. Diskursus dalam Penetapan Hukum Islam

Keragaman penetapan akad dalam praktik tompangan yang
dipahami sebagai hadiah,®® hibah,* sadaqah,’® wadi‘ah,’’ gardh,’*
bahkan dinilai sebagai “halal tetapi diharamkan™® menunjukkan
adanya ambiguitas normatif yang tidak dapat dijelaskan secara
memadai melalui pendekatan fikih yang semata-mata tekstual.
Perbedaan tersebut bukan hanya mencerminkan variasi ijtihad,
tetapi juga mengindikasikan bahwa hukum Islam dalam konteks ini
bekerja dalam ruang sosial yang sarat dengan relasi kuasa,
kepentingan, dan praktik keseharian masyarakat. Dalam konteks
Sumenep, ambiguitas tersebut tampak jelas, misalnya dalam
pandangan Lembaga Bahtsul Masail PCNU yang menyebut
tompangan sebagai praktik yang secara formal dapat dikategorikan
halal, tetapi secara substantif mengandung unsur yang dilarang.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa penetapan hukum tidak
berdiri sebagai otoritas tunggal yang final, melainkan sebagai hasil
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dari proses sosial yang melibatkan negosiasi makna antara teks,

otoritas keagamaan, dan praktik masyarakat

94

Gambar 1.4 Kerangka Tradisi Diskursif Talal Asad dalam
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Untuk menjelaskan dinamika tersebut, pendekatan tradisi
diskursif sebagaimana dikembangkan oleh Talal Asad menjadi
relevan, karena memandang Islam bukan sebagai sistem doktrin
yang statis, melainkan sebagai praktik yang terus diproduksi,
dinegosiasikan, dan direproduksi dalam konteks historis dan sosial
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tertentu.’> Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak hanya dipahami
sebagai derivasi dari nash, tetapi sebagai hasil interaksi antara
berbagai aktor baik aktor aktif seperti kiai, penyelenggara
tompangan (sahib al-hdjah), penyumbang, dan otoritas keagamaan
lokal, maupun aktor pasif seperti kuitansi, catatan sumbangan
(kétér), dan mekanisme administratif lainnya yang secara bersama-
sama membentuk dan mempertahankan praktik tersebut. Dengan
demikian, perbedaan penafsiran hukum terhadap fompangan tidak
dipahami sebagai penyimpangan, melainkan sebagai manifestasi
dari proses diskursif yang mencerminkan tarik-menarik antara
otoritas formal (ulama, lembaga fatwa) dan otoritas informal
(norma sosial, kebiasaan, dan ekspektasi kolektif masyarakat).
Islam dipahami oleh Asad sebagai tradisi diskursif yang
berakar pada interaksi antara ajaran-ajaran Islam dan praktik sosial
yang berubah sesuai dengan konteks historis dan politik.”
Pemahaman Asad tersebut dipandang sebagai 'tradisi diskursif
yang memberikan kontribusi pada diskusi tentang relasi antara
Islam dan liberalisme.’” Tradisi diskursif Islam dalam pandangan
Asad merupakan proses dialogis yang tetap terbuka untuk
dirumuskan kembali terhadap dinamika praktik masyarakat melalui
perdebatan, mediasi, dan modifikasi, yang memungkinkan adanya
vitalitas.”® Tradisi diskursif dalam hukum Islam dimaknai sebagai
upaya untuk menjembatani ketegangan antara pendekatan
esensialis yang berpandangan bahwa suatu hal (identitas, nilai,
budaya, agama, dst.) memiliki hakikat yang tetap, universal,
melekat dan relativ yang menekankan bahwa makna, nilai, atau
identitas bersifat kontekstual, berubah-ubah, dan bergantung pada
budaya, sejarah, dan lingkungan sosial, di mana ensensialis dan
revivalis  sering kali memunculkan problematika dalam
mendefinisikan batas antara ‘orang dalam’ dan ‘orang luar’ dalam
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konteks keislaman.”” Oleh karena itu, konsep "tradisi diskursif"
Asad bertujuan untuk menjembatani sifat Islam yang trans-historis,
ditransmisikan, dan diejawantahkan, yang tetap terbuka untuk
diformulasi melalui perdebatan, mediasi, dan modifikasi.'®

Keragaman praktik hukum Islam di berbagai negara
menunjukkan pentingnya pendekatan antropologi hukum Islam,
yang membuka ruang tafsir kontekstual agar nilai Al-Qur’an dapat
diterapkan sesuai dengan budaya masyarakat yang beragam.'®!
Perspektif tersebut selaras dengan model tradisi diskursif Talal
Asad, yang menekankan keragaman, perselisihan, dan transformasi
dari waktu ke waktu, alih-alih memandang doktrin dan praktik
keagamaan sebagai sesuatu yang statis.'’> Asad berangkat dari
gagasan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami hanya
berdasarkan penafsiran teks-teks suci seperti al-Qur'an dan al-
Hadits. Sebaliknya, Asad menekankan bahwa konteks sosial,
kekuasaan, dan sejarah yang dinamis mempengaruhi dan
membentuk  keputusan-keputusan  hukum  Islam.'”®  Asad
menyampaikan bahwa hukum Islam lebih dari sekadar seperangkat
aturan yang diambil dari Nash karena Islam bukan hanya peraturan
yang ditafsirkan dari teks-teks suci, tetapi juga direalisasikan
melalui tindakan fisik dan sosial umat Islam.'*

Ada banyak faktor yang terlibat dalam proses penafsiran
yang melahirkan kodifikasi hukum Islam yang dapat membentuk
tradisi diskursif. Dalam banyak kasus yang keluar dari konsep
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tradisi diskursif adalah menafsirkan hukum Islam yang dominan
merupakan hasil dari proses negosiasi kekuasaan, di mana
penafsiran tertentu lebih disukai sementara penafsiran yang lain
dikesampingkan.'> Menurut Asad, pemahaman yang mendalam
semestinya lahir dari proses penalaran komprehensif yang
memadukan analisis tekstual, dialog intelektual, dan praktik sosial
yang  merefleksikan  dinamika  kekuasaan.'”®  Dengan
mengintegrasikan ketiga elemen fundamental dalam tradisi hukum
Islam tersebut, akan tercipta interpretasi yang fleksibel dan
responsif, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial,
politik, dan ekonomi masyarakat.'”” Sebagaimana Aaron Rock-
Singer dalam gagasannya menguatkan bahwa wacana yang terus
dinegosiasikan dalam ruang sosial yang berasal dari berbagai
tradisi dapat menghasilkan konseptualisasi yang melacak
kesinambungan, alih-alih perpecahan, dalam penalaran dan
perdebatan Islam.'”® Dengan demikian, aspek penting dari tradisi
diskursif Asad adalah mengakui bahwa otoritas untuk menafsirkan
hukum Islam tidaklah tunggal, karena dapat dijelaskan sebagai
produk dari faktor-faktor sosial dan bukti intelektual dan
tekstual.'"”

Di tengah konteks modern, Asad menyoroti bahwa otoritas
keagamaan tidak bersifat tunggal, melainkan terbentuk melalui
proses diskursif yang memengaruhi bagaimana hukum Islam
dipahami dan dipraktikkan.'' Meskipun otoritas formal seperti
ulama dan lembaga keagamaan berpengaruh signifikan dalam
penetapan keputusan hukum, otoritas informal berupa norma sosial
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dan praktik keseharian masyarakat turut memainkan peran penting
dalam membentuk arah dan penerapannya. Dengan demikian,
hukum Islam tidak hanya diproduksi oleh lembaga formal, tetapi
juga dijalankan dan dinegosiasikan melalui praktik sosial yang
lebih luas, sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi baru
dengan tetap mempertahankan keaslian tradisinya.'"!

Dengan demikian, penggunaan pendekatan Talal Asad dalam
penelitian ini menjadi krusial untuk memahami kompleksitas
praktik tompangan di Sumenep. Pendekatan ini menempatkan
hukum Islam sebagai fenomena yang hidup, yang tidak hanya
bersumber dari teks, tetapi juga dibentuk oleh praktik sosial, relasi
kekuasaan, serta dinamika budaya lokal. Melalui perspektif ini,
ambiguitas hukum dalam tompangan tidak dilihat sebagai
kelemahan, melainkan sebagai cerminan dari proses diskursif yang
memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan
kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial. Perbedaan dalam
penentuan akad menunjukkan adanya ambivalensi hukum di
tingkat masyarakat, yang kerap memunculkan persepsi tentang
ketidakkonsistenan atau bahkan kesewenang-wenangan hukum.
Pendekatan Asad memungkinkan untuk melihat bagaimana otoritas
informal dan kekuasaan lokal memainkan peran penting dalam
penafsiran hukum, sekaligus membuka ruang dialog antara Islam,
tradisi, dan tuntutan modernitas. Oleh sebab itu, kerangka
konseptual Asad tersebut tidak hanya relevan untuk memahami
kompleksitas hukum dalam praktik tompangan, tetapi juga krusial
dalam membangun pemahaman yang reflektif dan kontekstual
terhadap hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis ekonomi transaksional,
relasi kekuasaan antaraktor, dan tradisi diskursif syariah dalam
praktik fompangan di Sumenep. Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan kerangka konsep habitus dan modal Pierre
Bourdieu untuk memahami relasi kekuasaan antaraktor melalui
kompleksitas modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik yang
bekerja dalam praktik tompangan, serta konsep tradisi diskursif
Talal Asad untuk menelaah cara hukum Islam diproduksi,

"1 Auwais Rafudeen, “Practices and Knowledges,” Religion & Theology
22, nos. 1-2 (2015): 153-78, https://doi.org/10.1163/15743012-02201007.
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dinegosiasikan, dan dijalankan dalam konteks sosial lokal. Metode
penelitian dikembangkan dan diterapkan untuk mencapai tujuan
penelitian sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
mengintegrasikan studi lapangan (field research) dan studi
kepustakaan (library research). Data lapangan diperoleh melalui
wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi,
sedangkan data kepustakaan bersumber dari literatur akademik
yang relevan untuk memperkuat analisis dan kerangka teoritis
penelitian. Britt-Marie Lindgren mengatakan bahwa dengan
menggunakan metode analisis kualitatif dapat bersifat deskriptif
dan interpretatif tujuan utamanya adalah mengungkap tuturan
partisipan.''? Pendekatan tersebut dilengkapi dengan perspektif
antropologi hukum Islam yang memandang tradisi tompangan
sebagai praktik sosial-keagamaan yang hidup dalam budaya
masyarakat Madura. Perspektif ini memungkinkan penelitian
membaca tompangan bukan semata sebagai teks normatif atau
aturan hukum, melainkan sebagai dinamika praktik masyarakat
yang mengadaptasikan norma agama, adat lokal, otoritas
keagamaan, dan relasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh
karena itu, metode deskriptif-analitik-interpretatif — dapat
mendeskripsikan,  menganalisis, dan  menginterpretasikan
fenomena tompangan secara mendalam. Penelitian ini berfokus
pada relasi kekuasaan antaraktor dan tradisi diskursif sebagai
'hukum yang hidup' dalam praktik tompangan di Sumenep. Data
penelitian dianalisis menggunakan kerangka tradisi diskursif Talal
Asad dan konsep habitus—kapital Pierre Bourdieu, sehingga
memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam atas
kompleksitas kapital budaya, sosial, dan praktik hukum
tompangan.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
pendekatan antropologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan
untuk memahami bagaimana norma fikih, adat lokal, otoritas

'12 Britt-Marie Lindgren et al., “Abstraction and Interpretation during the
Qualitative Content Analysis Process,” International Journal of Nursing Studies
108 (2020): 103632, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632.
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keagamaan, dan pengalaman sosial masyarakat saling berinteraksi
dalam membentuk praktik fompangan sebagai hukum Islam yang
hidup. Dalam konteks ini, tompangan tidak dibaca sebagai
penerapan langsung dari aturan hukum formal, tetapi sebagai
dinamika praktik masyarakat yang merupakan hasil inovasi
terhadap norma agama dan adaptasi terhadap budaya setempat.
Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai status
hukum tompangan secara normatif, tetapi juga menelaah
bagaimana makna syariah dinegosiasikan dalam relasi sosial,
struktur kekuasaan, dan tradisi diskursif masyarakat Madura.

Dalam kerangka analisis, penelitian ini menggunakan
pemikiran Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana relasi
kekuasaan antaraktor terbentuk melalui distribusi dan konversi
modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam arena
tompangan. Sementara itu, konsep tradisi diskursif Talal Asad
digunakan untuk menganalisis bagaimana makna hukum Islam
diproduksi, dinegosiasikan, dan diartikulasikan dalam praktik
sosial, terutama ketika berinteraksi dengan adat lokal dan dinamika
sosial-ekonomi masyarakat. Melalui integrasi kedua kerangka
tersebut, penelitian 1ini berupaya merumuskan pemahaman
kontekstual terhadap praktik transaksi tompangan sebagai ruang
pertemuan antara relasi kekuasaan, praktik sosial, dan diskursus
keagamaan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan
data sekunder. Data primer dipahami sebagai data yang diperoleh
secara langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder
merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung melalui
dokumen, literatur, atau arsip yang relevan.'"® Data primer dalam
penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para
aktor yang terlibat dalam praktik tradisi tompangan, observasi
terhadap pelaksanaan tradisi tompangan, serta dokumentasi
lapangan berupa catatan sumbangan, kétér, buku daftar hadir, dan
kuitansi. Data primer tersebut digunakan untuk memahami praktik
aktual, relasi antaraktor, mekanisme pencatatan, ekspektasi

113 John J. McGonagle et al., “A Deeper Look at Data Sources,” Proactive
Intelligence: The Successful Executive’s Guide to Intelligence, (2012): 109-23,
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2742-0 9.
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pengembalian, serta dimensi sosial dan simbolik yang bekerja
dalam tradisi tompangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan dan dokumentasi yang meliputi literatur fikih,
publikasi akademik, fatwa keagamaan, hasil Bahtsul Masail,
catatan sejarah lokal, dokumen adat, serta arsip administrasi desa
yang berkaitan dengan praktik tompangan di Sumenep, Madura.
Data sekunder ini berfungsi sebagai rujukan konseptual dan
normatif untuk memahami kerangka hukum Islam, diskursus
keagamaan, serta konteks sosial-historis yang melingkupi praktik
tompangan. Selain itu, data sekunder digunakan sebagai bahan
pembanding untuk melihat kesesuaian, perbedaan, atau ketegangan
antara praktik empiris di lapangan dan narasi normatif yang
berkembang dalam wacana keagamaan maupun adat lokal.''*

Dengan demikian, data dokumenter ini menjadi bagian
integral dalam memperkuat validitas interpretasi dan kedalaman
analisis terhadap relasi kekuasaan antaraktor serta konstruksi
diskursif syariah dalam tradisi tersebut. Sumber-sumber tersebut
menjadi sangat berharga dalam penelitian ini karena data yang
diperoleh dari para pelaku fompangan dapat memberikan data yang
relevan dan terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk
menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mendapatkan
hasil penelitian yang mendalam.''> Adapun jenis datanya seperti
dokumen, buku-buku penunjang tentang buku-buku transaksi
ekonomi, dan buku-buku tentang akad dalam fikih muamalah yang
berhubungan dengan jurnal-jurnal hukum atau karya tulis ilmiah
dan kebijakan produk operasional yang dikeluarkan oleh masing-
masing penulis terkait dengan tradisi tompangan, kebijakan adat
tersebut dapat ditemukan secara langsung pada konteks yang
terjadi terkait dengan tradisi tompangan di Sumenep Madura.

4. Teknik Pengumpulan Data
Beberapa teknik pengumpulan data digunakan dalam
penelitian ini, meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi.

14 LL Pederson et al., “Use of Secondary Data Analyses in Research: Pros
and Cons,” Journal of Addiction Medicine and Therapeutic Science 6, no. 1
(2020): 58-60, https://doi.org/10.17352/2455-3484.000039.

!5 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),(Bandung:
Alfabeta 28, 2015): 1-12.
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Wawancara mendalam dilakukan terhadap enam informan kunci
yang dipilih berdasarkan posisi dan pengetahuannya mengenai
praktik tompangan. Keenam informan tersebut adalah Agus
Mulyadi selaku Ketua Grup Paguyuban Tompangan se-Kabupaten
Sumenep yang merepresentasikan pelaku dan pengelola tradisi;
Mohamad Iksan selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan,
Olahraga, dan Pariwisata yang mewakili pemerintah daerah
(Disbudporapar); D. Zawawi Imron sebagai budayawan; M. Faizi
sebagai kiai sekaligus budayawan; Ahmad Pandji Taufiq selaku
Ketua PCNU Sumenep yang merepresentasikan otoritas
keagamaan; serta Ahmad Bahriz Kurnia Ilahi selaku Ketua Forum
Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) yang
merepresentasikan generasi muda dan masyarakat sipil.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan analisis
dokumen untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan
dengan praktik transaksi tompangan. Dokumen yang dianalisis
meliputi catatan transaksi (kuitansi dan buku catatan tompangan),
dokumen utang-piutang, serta referensi fikih dan pandangan
keagamaan yang berkembang di tingkat lokal. Analisis terhadap
dokumen-dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi pola
transaksi, bentuk kewajiban sosial, serta konstruksi normatif yang
melandasi praktik tompangan, sehingga dapat memperkuat
pembacaan terhadap dimensi ekonomi dan diskursus hukum Islam
yang menyertainya. Sementara itu, observasi dilakukan secara
langsung pada pelaksanaan tradisi tompangan, khususnya dalam
konteks walimat al-‘urs, untuk mengamati interaksi sosial
antaraktor. Melalui observasi ini, peneliti mengidentifikasi relasi
posisional antara aktor utama dan aktor pendukung, serta menelaah
bagaimana struktur kekuasaan dan praktik sosial dijalankan dalam
situasi konkret di masyarakat Sumenep.

5. Posisi Peneliti dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, posisi peneliti ditempatkan secara
reflektif. Peneliti menyadari bahwa praktik fompangan merupakan
tradisi yang hidup dalam masyarakat dan memiliki makna yang
beragam bagi para aktor yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti
tidak memosisikan diri sebagai pihak yang membenarkan atau
menyalahkan praktik tersebut secara apriori, melainkan sebagai
pengamat akademik yang membaca data melalui wawancara,
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observasi, dokumen, dan kajian normatif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan
triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan keterangan
sahib al-hdjah, penyumbang, panitia, tokoh masyarakat, kiai,
dokumen kuitansi, kétér, serta hasil Bahtsul Masail. Dengan cara
ini, data yang digunakan tidak hanya merepresentasikan
pengalaman individual, tetapi menggambarkan pola sosial yang
lebih luas dalam praktik tompangan masyarakat Sumenep.

6. Analisis Data

Terdapat dua metode analisis data dalam penelitian ini, yaitu
analisis historis dan analisis kritis. Pertama, analisis historis
digunakan untuk menelusuri latar belakang kemunculan dan
perkembangan tradisi fompangan di Sumenep Madura. Analisis ini
dilakukan dengan mengolah data hasil wawancara dan dokumen
untuk mengidentifikasi perubahan praktik, pola relasi antaraktor,
serta faktor sosial yang melatarbelakanginya dari waktu ke waktu.
Data yang diperoleh kemudian dikategorikan berdasarkan periode,
bentuk praktik, dan aktor yang terlibat, sehingga memungkinkan
peneliti menelusuri kontinuitas dan perubahan dalam tradisi
tompangan. Melalui langkah ini, analisis historis berfungsi untuk
memahami bagaimana praktik fompangan terbentuk dan
direproduksi dalam konteks sosial masyarakat.

Kedua, analisis kritis digunakan untuk mengkaji relasi
kekuasaan antaraktor serta dinamika makna dalam praktik
tompangan. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan data
wawancara, observasi, dan dokumen melalui proses kategorisasi
tema, seperti posisi aktor, bentuk modal, serta praktik transaksi
yang berlangsung. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan
kerangka Pierre Bourdieu untuk mengidentifikasi distribusi modal
dan relasi dominasi dalam arena fompangan, serta pendekatan
Talal Asad untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah
diproduksi dan dinegosiasikan dalam praktik sosial. Melalui
analisis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik, tetapi
juga mengungkap struktur kekuasaan dan proses pembentukan
makna yang melatarbelakanginya.

Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan dalam disertasi ini disusun ke dalam

enam bab yang saling berkaitan secara sistematis.
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian,
serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar awal untuk
menjelaskan arah penelitian, posisi akademik, kerangka analisis,
serta alasan pentingnya kajian tentang ekonomi transaksional,
relasi kekuasaan antaraktor, dan tradisi diskursif syariah dalam
pelaksanaan tradisi fompangan masyarakat Sumenep, Madura.

Bab kedua membahas latar sosial-ekonomi tradisi
tompangan. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan uraian
mengenai asal-usul dan eksistensi tradisi tompangan, baik dari
perspektif etimologis, alur praktik secara deskriptif, dokumen dan
ingatan masyarakat, maupun praktik serupa dalam tradisi lokal lain.
Bab ini juga menguraikan aktor, nilai, dan mekanisme praktik
kuitansi dalam tradisi tompangan, termasuk aktor-aktor yang
terlibat, nilai-nilai yang bekerja, serta fungsi kuitansi sebagai
instrumen sosial dalam praktik tompangan. Selain itu, bab ini
menjelaskan keragaman penetapan akad dan persepsi masyarakat
terhadap tradisi fompangan sebagai dasar untuk memahami
kompleksitas sosial, ekonomi, dan hukum yang melatarbelakangi
praktik tersebut.

Bab ketiga menguraikan relasi kekuasaan antaraktor dalam
tradisi tompangan. Fokus pembahasan dalam bab ini diarahkan
pada konfigurasi posisi aktor dalam arena sosial, proses konversi
modal, serta distingsi sosial dan perebutan modal simbolik dalam
praktik fompangan. Bab ini juga membahas reproduksi relasi
kekuasaan antaraktor melalui struktur modal, posisi sosial, serta
peran kétér, kuitansi, dan buku daftar hadir sebagai mekanisme
kontrol sosial. Selain itu, bab ini menjelaskan bagaimana legitimasi
sosial dalam tradisi tompangan dibangun melalui musyawarah,
solidaritas, utang moral, naturalisasi utang moral sebagai doxa
sosial, serta konsensus sosial yang memperkuat keberlangsungan
praktik tersebut.

Bab keempat membahas kebertahanan tradisi fompangan.
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Bab ini menjelaskan faktor-faktor yang membuat tradisi
tompangan tetap bertahan dalam masyarakat Sumenep, antara lain
solidaritas sosial, gengsi sosial, legitimasi religius, habitus
resiprositas, dan etika lokal dalam ajdgad téengka. Pembahasan juga
diarahkan pada bagaimana praktik saling membantu, diskursus
keagamaan, habitus sumbangan, dan reproduksi kehormatan sosial
membentuk daya tahan tradisi tompangan. Dengan demikian, bab
ini memperlihatkan bahwa kebertahanan tompangan tidak hanya
ditopang oleh fungsi ekonomi, tetapi juga oleh nilai budaya,
kehormatan sosial, dan legitimasi keagamaan yang terus
direproduksi dalam kehidupan masyarakat.

Bab kelima membahas diskursus teks dan konteks tradisi
tompangan. Bab ini menempatkan fompangan dalam kerangka
tradisi diskursif syariah dengan menguraikan konstruksi makna
akad, ragam akad sebagai wacana diskursif syariah, téngka dan
atatolong sebagai genealogi tradisi Islam lokal, serta kontroversi
akad sebagai arena tradisi diskursif syariah. Bab ini juga
menjelaskan tompangan sebagai praktik sosial Islam lokal, baik
sebagai mekanisme etika sosial, medan negosiasi moral dan
spiritual, maupun manifestasi religiositas dan kesalehan sosial.
Selain itu, bab ini membahas konstruksi akad tompangan dalam
tradisi yang hidup, termasuk perbedaan interpretasi akad, dimensi
etika dan spiritualitas, transformasi praktik akad dalam konteks
sosial dan moral, serta hukum yang hidup dalam relasi antara teks
dan konteks.

Bab keenam merupakan penutup yang memuat kesimpulan
dari keseluruhan pembahasan. Bab ini merangkum temuan
penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai ekonomi
transaksional dan relasi kekuasaan antaraktor dalam praktik
tompangan, faktor-faktor yang menopang kebertahanan tradisi
tompangan, serta perspektif tradisi diskursif syariah dalam
membaca praktik transaksi fompangan. Bab ini juga menjadi ruang
untuk menegaskan kontribusi teoretis dan praktis penelitian,
terutama dalam memahami fompangan sebagai praktik sosial-
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keagamaan yang mempertemukan ekonomi transaksional, relasi
kekuasaan, dan produksi makna hukum Islam dalam masyarakat
Madura.
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A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan,
penelitian ini menghasilkan kesimpulan utama yang menjelaskan
dinamika relasi kekuasaan antaraktor, kebertahanan tradisi, serta
konstruksi tradisi diskursif syariah dalam praktik tompangan di
Sumenep, Madura.

Pertama, ekonomi transaksional dalam praktik tompangan
terbentuk melalui mekanisme pemberian, pencatatan, ekspektasi
pengembalian, dan potensi pertambahan nilai yang berlangsung
dalam relasi sosial masyarakat Sumenep. Mekanisme tersebut tidak
hanya berfungsi sebagai pertukaran material, tetapi juga menjadi
sarana pembentukan relasi kekuasaan antaraktor. Relasi kekuasaan
tersebut bekerja melalui distribusi dan pemanfaatan modal
ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam arena fompangan.
Aktor yang memiliki modal lebih besar cenderung memperoleh
pengakuan, kehormatan, dan posisi sosial yang lebih kuat,
sedangkan aktor dengan modal terbatas lebih rentan berada dalam
tekanan simbolik yang diterima sebagai kewajaran sosial. Dengan
demikian, fompangan tidak hanya mereproduksi solidaritas, tetapi
juga mempertahankan struktur sosial, legitimasi, dan posisi
antaraktor dalam masyarakat.

Kedua, kebertahanan tradisi fompangan ditopang oleh
kombinasi antara fungsi ekonomi, kekuatan habitus, tekanan sosial,
dan fleksibilitas makna keagamaan. Secara fungsional, tompangan
berperan sebagai mekanisme distribusi sumber daya melalui logika
timbal balik yang menciptakan siklus pertukaran berkelanjutan.
Pada saat yang sama, habitus masyarakat yang menginternalisasi
nilai tengka, kepatuhan sosial, dan menjaga martabat keluarga
mendorong partisipasi yang berlangsung secara berulang.
Kebertahanan praktik ini juga diperkuat oleh mekanisme sanksi
sosial yang bekerja secara simbolik, terutama terhadap individu
yang tidak berpartisipasi dalam tradisi tompangan. Mekanisme
tersebut melahirkan berbagai stigma sosial, seperti dicap pelit
(cerreék), dianggap tidak mematuhi nilai-nilai tengka sebagai norma
kepatutan sosial ~masyarakat, hingga munculnya beban
menanggung rasa malu (nanggung rassa malo) akibat penilaian
negatif kolektif masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa
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keterlibatan masyarakat dalam tradisi tompangan tidak hanya
dibentuk oleh nilai solidaritas sosial, tetapi juga oleh tekanan
simbolik yang secara terus-menerus mereproduksi kepatuhan dan
partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, dalam perspektif tradisi diskursif syariah, praktik
tompangan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hadir sebagai
sistem normatif yang statis, melainkan sebagai praktik yang hidup
karena dapat dinegosiasikan dalam konteks sosial. Melalui konsep
tradisi diskursif Talal Asad, tompangan dipahami sebagai arena
tempat teks keagamaan, otoritas keagamaan, adat lokal, dan praktik
sosial berinteraksi dalam membentuk makna hukum. Pada lapisan
nilai dasarnya, tompangan mengandung semangat mu ‘Gwanah
karena berorientasi pada solidaritas sosial dan bantuan kepada
keluarga yang menyelenggarakan hajatan. Namun, dalam
praktiknya, tompangan juga memperlihatkan pola resiprositas
melalui pencatatan sumbangan, ekspektasi pengembalian, dan
kewajiban moral untuk membalas pemberian yang pernah diterima.
Oleh karena itu, fompangan tidak dapat dipahami semata-mata
sebagai pemberian sukarela, tetapi sebagai praktik sosial-
keagamaan yang bergerak di antara nilai tolong-menolong dan
mekanisme pertukaran sosial timbal balik dalam budaya
masyarakat Madura. Dengan demikian, konstruksi akad dalam
tompangan bergantung pada niat pemberian, bentuk pencatatan,
ekspektasi pengembalian, adanya tambahan nominal, serta tekanan
sosial yang menyertainya. Dalam konteks tertentu, akad
tompangan dapat dipahami sebagai akad hibah, atau sadaqah,
tetapi dalam konteks lain dapat bergerak mendekati gardh, bahkan
qardh fasid apabila pengembalian disertai tambahan yang
mengikat dan menimbulkan mafsadah.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, penelitian ini
menunjukkan bahwa /iving Islamic law dalam tradisi tompangan
terbentuk melalui proses yang bertahap dan saling berkaitan.
Proses tersebut berawal dari nilai normatif Islam berupa
mu ‘awanah, ta ‘awun, kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan yang
diterjemahkan ke dalam etika lokal masyarakat Madura melalui
atatolong dan tengka. Nilai tersebut kemudian dilembagakan
dalam praktik pemberian, pencatatan melalui kétér dan kuitansi,
penyimpanan ingatan mengenai jumlah sumbangan, serta
ekspektasi pengembalian melalui mekanisme bdlin. Pelembagaan
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tersebut menyebabkan tompangan tidak lagi hanya berfungsi
sebagai bantuan sukarela, tetapi berkembang menjadi praktik
sosial-ekonomi resiprokal yang memiliki konsekuensi moral,
material, dan sosial. Dengan demikian, hukum Islam dalam
tompangan tidak semata-mata terbentuk melalui penerapan
langsung teks fikih, tetapi melalui penerjemahan nilai syariah ke
dalam etika lokal dan praktik ekonomi yang dilakukan secara
berulang.

Dalam proses tersebut, distribusi dan konversi modal
ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik membentuk posisi yang
tidak setara antaraktor. Kehormatan keluarga, reputasi sosial,
stigma pelit (cerrék), kewajiban menjaga tengka, dan ancaman
menanggung rasa malu (nanggung rassa malo) membentuk daya
ikat sosial yang membuat kewajiban pengembalian diterima
sebagai kewajaran atau doxa. Ketika resiprositas disertai tambahan
nominal, tekanan sosial, atau beban yang merugikan pihak tertentu,
muncul ketegangan antara pertolongan dan utang, kesukarelaan
dan kewajiban, serta kemaslahatan dan kemafsadatan. Ketegangan
tersebut kemudian dinegosiasikan melalui perjumpaan antara teks
keagamaan, kategori akad dalam fikih, otoritas kiai dan lembaga
keagamaan, adat lokal, niat pelaku, serta pengalaman sosial
masyarakat. Proses diskursif tersebut tidak hanya menghasilkan
legitimasi terhadap tompangan, tetapi juga kritik dan koreksi
terhadap praktik yang mengandung paksaan, ketidakadilan,
tambahan yang mengikat, atau bentuk dominasi simbolik.

Atas dasar alur tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada
perumusan model pembentukan [living Islamic law berbasis
pelembagaan resiprositas, kuasa simbolik, dan negosiasi diskursif.
Model ini memperluas pemahaman /iving Islamic law dari sekadar
penyebutan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat menjadi
penjelasan mengenai bagaimana hukum Islam diterjemahkan,
dilembagakan, memperoleh daya ikat, diperdebatkan, dilegitimasi,
dikritik, dan ditransformasikan dalam praktik ekonomi
transaksional komunitas. Living Islamic law dalam tradisi
tompangan bersifat produktif karena menghasilkan norma yang
dipraktikkan dan direproduksi masyarakat, sekaligus bersifat
korektif karena memberikan batas ketika resiprositas berubah
menjadi kewajiban yang menekan, tidak adil, atau bertentangan
dengan kemaslahatan. Model tersebut tidak hanya menjelaskan
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tradisi fompangan di Sumenep, tetapi juga dapat digunakan untuk
membaca praktik ekonomi resiprokal pada komunitas lain yang
mempertemukan norma agama, adat lokal, relasi kekuasaan, dan
pertukaran sosial.

. Saran-saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran diarahkan pada
empat level utama, yaitu level praksis sosial, kelembagaan,
metodologis, dan teoretis. Pada level praksis sosial, praktik
tompangan perlu diarahkan kembali secara etis dan kontekstual
agar tidak terus-menerus mereproduksi tekanan sosial yang
terselubung. Temuan mengenai adanya sanksi simbolik seperti
menanggung rasa malu (nanggung rassa malo), kewajiban
pengembalian, serta beban sosial-ekonomi menunjukkan bahwa
tompangan berpotensi menekan kelompok rentan. Oleh karena itu,
tokoh masyarakat, kiai, panitia hajatan, dan pengurus tradisi perlu
mendorong etika kolektif yang lebih inklusif dengan menegaskan
kembali prinsip fabarru‘ dan ta‘a@wun sebagai dasar tolong-
menolong tanpa ekspektasi pengembalian yang kaku. Praktik
pencatatan juga perlu diarahkan agar tidak semata-mata menjadi
instrumen utang, tetapi menjadi catatan sosial yang tidak
membebani penerima maupun ahli waris.

Pada level kelembagaan dan kebijakan lokal, pemerintah
desa, tokoh adat, dan lembaga keagamaan seperti forum Bahtsul
Masail perlu menyusun pedoman kontekstual mengenai
pelaksanaan tompangan. Pedoman tersebut tidak cukup hanya
bersifat normatif, tetapi perlu berangkat dari realitas sosial
masyarakat Sumenep. Hal ini penting karena temuan penelitian
menunjukkan bahwa konstruksi akad dalam fompangan bersifat
cair dan berada di antara tabarru’, hibah, wadi‘ah, qardh, bahkan
qardh fasid. Oleh sebab itu, diperlukan ruang dialog yang
berkelanjutan antara ulama, tokoh adat, pemerintah desa, dan
masyarakat untuk merumuskan panduan yang lebih responsif
terhadap dinamika lokal, sehingga praktik tompangan tetap dapat
menjaga solidaritas sosial tanpa mengabaikan prinsip keadilan
ekonomi dan prinsip dasar syariah.

Pada level metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa
integrasi teori praksis Pierre Bourdieu dan konsep tradisi diskursif
Talal Asad dapat digunakan untuk membaca praktik hukum Islam
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lokal secara lebih kritis dan komprehensif. Namun, penelitian ini
masih terbatas pada satu lokus, yaitu Sumenep, sehingga penelitian
lanjutan  disarankan untuk melakukan studi komparatif
antarwilayah di Madura maupun daerah lain di Indonesia, seperti
praktik buwuh atau sumbangan hajatan yang berbasis resiprositas
lainnya. Penelitian berikutnya juga perlu memperluas cakupan
aktor, terutama kelompok perempuan, generasi muda, pelaku
ekonomi informal, dan keluarga yang mengalami beban sosial
akibat praktik tompangan. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji
transformasi tradisi tompangan akibat perkembangan teknologi
pembayaran digital, termasuk kemungkinan penggunaan QRIS
dalam pemberian dan pengembalian fompangan. Kajian tersebut
penting untuk menjelaskan apakah digitalisasi hanya mengubah
media pembayaran atau turut mengubah pola kehadiran,
mekanisme pencatatan, pembuktian transaksi, ekspektasi
pengembalian, relasi kekuasaan antaraktor, dan konstruksi akad.
Perubahan tersebut juga perlu dianalisis untuk mengetahui
bagaimana masyarakat dan otoritas keagamaan menegosiasikan
kembali status hukum tompangan ketika transaksi tunai beralih
menjadi transaksi digital. Selain itu, penggunaan metode etnografi
jangka panjang, mixed methods, visual ethnography, atau social
network analysis dapat memperkaya pemetaan tentang sirkulasi
ekonomi, tekanan psikososial, relasi gender, jaringan sosial, dan
mekanisme simbolik yang bekerja dalam praktik tompangan.

Pada level teoretis, penelitian ini membuka ruang
pengembangan kajian hukum ekonomi Islam dalam praktik sosial-
keagamaan masyarakat. Praktik tompangan menunjukkan bahwa
norma syariah tidak selalu bekerja dalam ruang formal, tetapi juga
hidup, dinegosiasikan, dan dipraktikkan melalui relasi sosial
masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat
mengembangkan model analisis yang lebih integratif dengan
memasukkan perspektif maqasid al-shari ‘ah, etika ekonomi Islam,
dan teori keadilan sosial. Pengembangan tersebut penting agar
kajian terhadap praktik seperti tompangan tidak hanya berhenti
pada penilaian legal-formal mengenai halal atau haram, tetapi juga
mampu membaca aspek kemaslahatan, keadilan, beban sosial, dan
transformasi otoritas keagamaan, termasuk dalam ruang digital.
Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat
memperluas cakupan empiris sekaligus memperdalam horizon
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teoretis dan metodologis dalam kajian tradisi sosial-keagamaan di
Indonesia.
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